
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PTTUNJUK PELAKSANAAN

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 15 TAHUN 2OL7
TANGGAL : 28 AGUSTUS AOLT



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 15 TAHUN 2OLz
TANGGAL : 28 AGUSTUS ZOLT



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jabatan

Fungsional Pemeriksa Pajak, dan memperhatikan Sekretaris

Jenderal Menteri Keuangan Nomor S- 153 I ISJ l2OL7
mengenai rekomendasi atas substansi rancangan Peraturan

Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak,

perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian

Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan

Fungsional Pemeriksa Pajak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OI4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5949);
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Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2OIO tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OIO Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun zOLl tentang

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OI1 Nomor l2L,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5258);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2OI7 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OI7 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60371;

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 97 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan atas

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20L2

Nomor 235);

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan

Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 20 13 Nomor 128l,;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

2OL6 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

1536);

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN

FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Pasal 1

Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional

Pemeriksa Pajak tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 2

Keputusan pembebasan sementara bagi Pemeriksa Pajak

yang tidak dapat memenuhi angka kredit yang

disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat

lebih tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 3I IKEP/
M.PAN l3l2OO3 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa

Pajak dan Angka Kreditnya, dinyatakan tidak berlaku

dan diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional

Pemeriksa Pajak.

Keputusan pembebasan sementara bagi Pemeriksa Pajak

selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor 3I IKEP IM.PAN l3l20O3 tentang Jabatan

Fungsional Pemeriksa Pajak dan Angka Kreditnya,

dinyatakan tetap berlaku.

Pemeriksa Pajak yang dibebaskan sementara karena

dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat

berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

3L I KEP/ M. PAN I 3 I 2OOg tentang Jabatan Fungsional

Pemeriksa Pajak dan Angka Kreditnya, dapat diangkat

kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak

berdasarkan pertimbangan dari Pejabat Pembina

Kepegawaian.

Pemeriksa Pajak yang dibebaskan sementara selain

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diangkat

kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(21

(3)

(4)
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Pasal 3

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Kepala Badan ini,

maka ketentuan yang diatur dalam Keputusan Bersama

Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor 148/KMK.OI l2OO4 dan Nomor 14 Tahun 2004 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak

dan Angka Kreditnya, sepanjang mengatur mengenai

pembinaan kepegawaian dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Kepala Badan

ini, dilampirkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17

Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak.

Pasal 5

Ketentuan Teknis yang belum diatur dalam Peraturan Kepala

Badan ini, diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan

oleh Menteri Keuangan selaku Pimpinan Instansi Pembina

Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak.

Pasal 6

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Juli 2OI7

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 28 Agustus 2OI7

DIREKTUR JENDERAL

PERATU RAN PERUN DANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI7 NOMOR 1180

linarr sesuai dengan aslinya
gEGAt'r,.,

P,EGAWAIAN NEGARA

iPerundang-undangan,

w
Haryomo Dwi Putranto
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LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 17 Tahun 2016 telah ditetapkan Jabatan Fungsional

Pemeriksa Pajak.

2. Bahwa petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan

Fungsional Pemeriksa Pajak, perlu ditetapkan dalam

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

B. TUJUAN

Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional

Pemeriksa Pajak bertujuan untuk memberikan pedoman kepada

pejabat yang secara fungsional membidangi kepegawaian dan

pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak.

C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kepala Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN

adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada

instansi pemerintah.
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Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah

warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,

diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat

Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan

pemerintahan.

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang

mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,

pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan

Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai

kewenangan melaksanakan proses pengangkatan,

pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak adalah jabatan yang

mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab,

wewenong, dan hak untuk melakukan Pemeriksaan,

Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan latau Penyidikan.

Pemeriksa Pajak adalah PNS di lingkungan Direktorat

Jenderal Pajak yang diberi tugas, tanggung jawab,

wewenang dan hak untuk melakukan Pemeriksaan,

Pemeriksaan Bukti Permul aar7, dan I atau Penyidikan.

Pemeriksa Pajak Kategori Keahlian adalah Pemeriksa Pajak

yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan

tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu

pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang

pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan danlatau

penyidikan.

Pemeriksa Pajak Kategori Keterampilan adalah Pemeriksa

Pajak yang mempunyai kualifikasi teknis yang pelaksanaan

tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan

pengetahuan teknis, dan prosedur di bidang pemeriksaan,

pemeriksaan bukti permulaan dan I atau penyidikan.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun

dan mengolah data, keterangan danlatau bukti yang

dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan

suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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pemenuhan kewajiban perpajakan, danlatau untuk tujuan

lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-

undangan perpajakan.

Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang

dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang

adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang

perpajakan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan

oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti

yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di

bidang perpajakan danlatau tindak pidana pencucian uang

yang pidana asalnya dari tindak pidana di bidang

perpajakan serta menemukan tersangkanya.

Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP

adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil

pemeriksaan yang disusun oleh Pejabat Fungsional

Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai

dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.

Tim Penilai Kineda Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak

yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang

dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan

bertugas untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa Pajak.

Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP

adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh

seorang PNS.

Angka Kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau

akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai

oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dan digunakan

sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan

kenaikan pangkat dan jabatan.

Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit

minimal yang harus dicapai oleh Pemeriksa Pajak sebagai

salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.

Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok

pikiran, pengembangoo, dan hasil kajian/penelitian yang

disusun oleh Pemeriksa Pajak baik perorangan atau

kelompok di bidang perpajakan.

11.

12.

13.

L4.

15.

16.

17.
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18. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan

Fungsional Pemeriksa Pajak dan bukan pemberhentian

sebagai PNS.

II. TUGAS JABATAN, JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN

RUANG

A. TUGAS JABATAN

Ttrgas jabatan Pemeriksa Pajak yaitu melaksanakan

pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan danlatau

penyidikan di bidang perpajakan.

B. JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG

1. Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak merupakan jabatan

fungsional yang terdiri atas:

a. Kategori keterampilan; dan

b. Kategori keahlian.

2. Jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak kategori

keterampilan sebagaimana dimaksud pada angka t huruf a,

dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:

a. Pemeriksa Pajak Pelaksanaf Tetampil;

b. Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan/Mahir; dan

c. Pemeriksa Pajak Penyelia.

3. Jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak kategori

keahlian sebagaimana dimaksud pada angka t huruf b, dari

jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:

a. Pemeriksa Pajak Pertama/Ahli Pertama;

b. Pemeriksa Pajak Muda/Ahli Muda; dan

c. Pemeriksa Pajak Madya/Ahli Madya.

4. Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Pemeriksa

Pajak kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada

angka 2, terdiri atas:

a. Pemeriksa Pajak Pelaksanaf Terampil:

1) Pangkat Pengatur, golongan ruanglllc; dan

2l Pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang Illd.
b. Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan/ Mahir:

1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III la; dan

2l Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
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c. Pemeriksa Pajak Penyelia:

1) Pangkat Penata, golongan ruang Illlc; dan

2l Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d

Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Pemeriksa

Pajak kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada

angka 3, terdiri atas:

a. Pemeriksa Pajak Pertama/Ahli Pertama:

1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III la; dan

2l Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

b. Pemeriksa Pajak Muda/Ahli Muda:

1) Pangkat Penata, golongan ruang IIllc; dan

2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

c. Pemeriksa Pajak Madya/Ahli Madya:

1) Pangkat Pembina, golongan ruanglY la;
2l Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan

3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang lY lc.
Jenjang jabatan, Pangkat, dan golongan ruang untuk

masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak

sebagaimana dimaksud pada angka 4, dan angka 5

berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan untuk

masing-masing j enj ang jabatan.

Contoh:

Sdri. Nurul Ayu Kusumaningrum, S.S.T., NIP. 19880310

2OI2O3 2 001, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan

ruang III/b. Yang bersangkutan akan diangkat dalam

Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, maka penilaian untuk

menetapkan Angka Kredit dinilai dari unsur:

a. Pendidikan sekolah Sarjana (S 1) sebesar 100 Angka

Kredit.

b. Diklat Prajabatan golongan III sebesar 2 Angka Kredit.

c. Pelaksanaan tugas di bidang pemeriksaan, pemeriksaan

bukti permulaan dan f atau penyidikan, sebesar 56 Angka

Kredit.

Sehingga jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditetapkan

sebesar 158.

6.
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Dengan demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdri.

Nurul Ayu Kusumaningrum, S.S.T., sesuai dengan jenjang

pangkat, golongan ruang yang dimilikinya yakni Pemeriksa

Pajak Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat

I, golongan ruang III/b.

Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam

Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak berdasarkan jumlah

Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat

yang benvenang menetapkan Angka Kredit, sehingga jenjang

jabatan, pangkat, dan golongan ruang dapat tidak sesuai

dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan

angka 5.

Contoh:

Sdri. Evie Andayani, S.8., M.M., NIP. I974O2OS 199803 2

001, pangkat Pembina, golongan ruanglV la, jabatan Kepala

Subdirektorat Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan. Yang

bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional

Pemeriksa Pajak.

Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai, Sdri. Evie

Andayani, S.8., M.M., memperoleh 375 (tiga ratus tujuh

puluh lima) Angka Kredit, dengan perincian sebagai berikut:

a. Pendidikan sekolah Magister (S2) sebesar 150 Angka

Kredit;

b. Diklat fungsionallteknis yang mendukung tugas

Pemeriksa Pajak sebesar 10 Angka Kredit;

c. Pelaksanaan tugas di bidang pemeriksaan, pemeriksaan

bukti permulaan danlatau penyidikan, 165 Angka Kredit;

d. Pengembangan profesi sebesar 20 Angka Kredit;

e. Penunjang tugas Pemeriksa Pajak sebesar 30 Angka

Kredit.

Mengingat Angka Kredit Kumulatif yang diperoleh Sdri. Evie

Andayani, SE., M.M., sebesar 375 (tiga ratus tujuh puluh

lima), maka penetapan jenjang jabatan yang bersangkutan

tidak sesuai dengan pangkat dan golongan ruang yang

dimiliki yaitu Pemeriksa Pajak Muda/Ahli Muda, pangkat

Pembina, golongan ruang IV la.
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III. UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

1. Unsur kegiatan tugas jabatan Pemeriksa Pajak yang dapat dinilai

Angka Kreditnya, terdiri atas:

a. unsur utama; dan

b. unsur penunjang.

2. Unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka t huruf a,

terdiri atas:

a. pendidikan;

b. pemeriksaan;

c. pemeriksaan bukti permulaan;

d. penyidikan; dan

e. pengembangan profesi.

3. Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada

angka 2, terdiri atas:

a. pendidikan, meliputi:

1) pendidikan sekolah dan memperoleh ijazahlgelar;

2l pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsionallteknis di

bidang pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan

danlatau penyidikan perpajakan serta memperoleh Surat

Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau

sertifikat; dan

3) diklat prajabatan.

b. pemeriksaan, meliputi:

1) kegiatan perencanaan pemeriksaan;

2l pelaksanaan pemeriksaan; dan

3) pelaporan pemeriksaan.

c. pemeriksaan bukti permulaan, meliputi:

1) kegiatan perencanaan pemeriksaan bukti permulaan;

2l pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan; dan

3) pelaporan pemeriksaan bukti permulaan.

d. penyidikan, meliputi:

1) kegiatan perencanaan penyidikan;

2) pelaksanaan penyidikan; dan

3) pemberkasan.
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e. pengembangan profesi, meliPuti:

1) pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang

pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan danlatau

penyidikan;

2l penedemahan lpenyaduran buku dan bahan lainnya di

bidang pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan

dan I atau penyidikan; dan

3) penyusunan buku pedomanlketentuan pelaksanaanf

ketentuan teknis di bidang pemeriksaan, pemeriksaan

bukti permulaan dan latau penyidikan.

4. Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada angka t huruf b,

terdiri atas:

a. pengajar/pelatih pada diklat fungsionallteknis di bidang

pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan danlatau

penyidikan;

b. peran serta dalam seminar/lokakaryalkonferensi di bidang

pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan danlatau

penyidikan;

c. keanggotaan dalam organisasi profesi;

d. keanggotaan dalam Tim Penilai;

e. perolehan penghargaanltanda jasa; dan

f. peroleh an ijazah lgelar kesarjanaan lainnya.

IV. URAIAN TUGAS JABATAN MASING-MASING JENJANG JABATAN

1. Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak kategori

keterampilan sesuai jenjang jabatannyo, sebagai berikut:

a. Pemeriksa Pajak Pelaksanaf Tetampil, meliputi:

1) menyiapkan bahan untuk kegiatan pengamatan;

2l melakukan kegiatan Pengamatan;

3) melakukan pemeriksaan di tempat Wajib Pajak (WP);

4l melakukan permintaan keterangan danlatau konfirmasi

kepada WP danlatau pihak ketiga; dan

5) melakukan pembahasan akhir dengan WP.

b. Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan/Mahir, meliputi:

1) menyusun laporan hasil pengamatan;
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2l memeriksa buku, catatan dan dokumen WP dan pihak

eksternal yang terkait dengan Pemeriksaan;

3) membuat laporan hasil pemeriksaan (LHP);

4l melakukan penelaahan sejawat dan latau telaah

khusus;

5) menyiapkan sarana dan dokumen;

6) mempelajari informasi, data, laporan, dan pengaduan

(IDLP), dokumen yang menjadi dasar pemeriksaan bukti

permulaan, dan data lain terkait, serta melakukan

pembahasan kasus;

7l melakukan observasi lapangan;

8) melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait;

9) melakukan inventarisasi keterangan danlatau bukti

yang diminta;

10) membuat surat permintaan keterangan danlatau bukti;

1 1) memeriksa tempat, ruang, danf atau barang;

I2l membuat berita acara penolakan;

13) melakukan penyegelan tempat, ruang, danf atau barang;

I4l menyampaikan laporan pelaksanaan pemeriksaan bukti

permulaan di lokasi;

15) melakukan peminjaman bahan bukti;

16) meminta keterangan kepada pihak yang dipanggil;

17) men)rusun laporan pemeriksaan bukti permulaan;

18) membuat konsep laporan kejadian;

19) mengumpulkan bahan bukti yang akan dikembalikan

dan persiapan dokumen;

20) melakukan kegiatan pengembalian bahan bukti dan

membuat tanda terima pengembalian bahan bukti;

2Il melakukan pemeriksaan bahan bukti;

22) membuat laporan penanganan tindak pidana yang

diketahui seketika;

231 men5rusun jadwal pembahasan dimulainya Penyidikan

dan Penetapan Tersangka;

24l' membuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan

dan menyampaikannya;

251 menyampaikan surat permintaan izin penggeledahan;

26l' men5rusun permintaan bantuan penggeledahan;



- 15 -

27l' melakukan penggeledahan;

28l' men5rusun permintaan persetujuan penyitaan;

29)' melakukan penyitaan;

30) membuat dan menyampaikan surat panggilan saksi,

ahli, dan tersangka;

31) melakukan pemeriksaan terhadap saksi;

321 melakukan pemeriksaan terhadap ahli;

33) melakukan pemeriksaan terhadap tersangka;

34) membuat surat permintaan bantuan penangkapanl

penahanan;

35) melakukan penangkapanlpenahanan;

36) melakukan gelar perkara;

37) melakukan koordinasi dan menyusun laporan

pelaksanaan koordinasi ;

38) membuat surat penyerahan berkas perkara;

39) menyusun berkas perkara;

40) membuat berita acara serah terima barang bukti;

4Ll membuat berita acara penyerahan tanggung jawab

tersangka;

42ll menyampaikan surat pemberitahuan penyerahan

tersangka;

43) melakukan gelar perkara penghentian penyidikan;

44l. menJrusun pemberitahuan penghentian penyidikan; dan

45) mendampingi jaksa penuntut umum dalam

persidangan.

c. Pemeriksa Pajak Penyelia, meliputi:

1) menyiapkan bahan untuk membuat usulan

pemeriksaan;

2l menyiapkan bahan untuk membuat rencana

pemeriksaan dan rencana program pemeriksaan;

3) membuat nota penghitungan (nothit);

4l men1rusun laporan penelaahan sejawat danlatau telaah

khusus;

5) melaksanakan reviu;

6) men5rusun risalah reviu;
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7l melakukan permintaan membuka rahasia nasabah

penyimpan;

8) menyusun daftar pihak-pihak yang akan dipanggil;

9) melakukan permintaan keterangan dan/ atau bukti;

10) menyampaikan pemberitahuan pemeriksaan bukti

permulaan;

11) melakukan pengunduhan data elektronik;

12) melakukan analisis kasus;

13) melakukan analisis yuridis;

L4l menyusun kertas kerja pemeriksaan bukti permulaan;

15) mengamankan pelaku dan barang bukti;

16) mempelajari IDLP, laporan pemeriksaan bukti

permulaan, dan laporan kejadian;

I7l meminta bantuan pihak ketiga;

18) membuat dan menyampaikan surat permohonan

pencegahan ke luar negeri;

19) menyusun surat perintah penggeledahan;

2Ol membuat surat permintaan izin penggeledahan;

2Il men1rusun surat perintah penyitaan;

221 membuat surat permintaan izin penyitaan;

231 menyampaikan surat permintaan izin penyitaan;

24l' menyusun daftar pertanyaan;

25l' membuat laporan kemajuan pelaksanaan penyidikan

dan rencana penangkapan/ penahanan;

26ll membuat dan menyampaikan laporan kemajuan

pelaksanaan penyidikan untuk keperluan evaluasi

kegiatan penyidikan;

27) men)rusun resume berkas perkara;

281 menJrusun daftar barang bukti;

291 membuat surat penyerahan tanggung jawab tersangka

dan barang bukti;

30) membuat laporan kemajuan pelaksanaan penyidikan;

3 1) membuat usul penghentian penyidikan;

32l' membuat surat ketetapan penghentian penyidikan;

33) menyampaikan informasi kemgian pada pendapatan

negara;
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34) menyampaikan hasil penelitian dan pendapat terkait

dengan permintaan penghentian penyidikan karena

Wajib Pajak telah melakukan penyetoran pokok pajak

3s) nT#"t'a",. menyampaikan surat pemberitahuan

penghentian penyidikan ;

36) menjadi saksi dalam persidangan; dan

37). membuat laporan hasil persidangan.

2. Uraian kegiatan Pemeriksa Pajak kategori keahlian sesuai

jenjang jabatannyn, sebagai berikut:

a. Pemeriksa Pajak Pertama/Ahli Pertama, meliputi:

1) menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kegiatan

pengamatan;

2l melakukan kegiatan pengamatan;

3) menyusun LHP;

4l melakukan pemeriksaan di tempat Wajib Pajak (WP);

5) memeriksa buku, catatan dan dokumen WP dan pihak

eksternal yang terkait dengan Pemeriksaan;

6) melakukan permintaan keterangan danlatau konfirmasi

kepada WP dan I atau pihak ketiga;

7l melakukan pembahasan akhir dengan WP;

8) membuat laporan hasil pemeriksaan;

9) membuat nota penghitungan (nothitl;

1O) melaksanakan penelaahan sejawat danlatau telaah

khusus;

11) menyiapkan sarana dan dokumen;

L2l mempelajari IDLP, dokumen yang menjadi dasar

pemeriksaan bukti permulaan, dan data lain terkait,

serta melakukan pembahasan kasus;

13) melakukan obsenrasi lapangan;

I4l melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait;

15) melakukan inventarisasi keterangan danlatau bukti

yang diminta;

16) membuat surat permintaan keterangan danlatau bukti;

l7l memeriksa tempat, ruang, danf atau barang;

18) membuat berita acara penolakan;
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19) melakukan penyegelan tempat, ruang, danf atau barang;

20) menyampaikan laporan pelaksanaan pemeriksaan di

lokasi;

2ll melakukan peminjaman bahan bukti;

22ll meminta keterangan kepada pihak yang dipanggil;

23ll menyusun laporan pemeriksaan bukti permulaan;

24ll membuat konsep laporan kejadian;

25) mengumpulkan bahan bukti yang akan dikembalikan

dan persiapan dokumen;

26ll melakukan kegiatan pengembalian bahan bukti dan

membuat tanda terima pengembalian bahan bukti;

27) melakukan pemeriksaan bahan bukti;

28ll membuat laporan penanganan tindak pidana yang

diketahui seketika;

29ll menyusun jadwal pembahasan dimulainya penyidikan

dan penetapan tersangka;

30) membuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan

dan menyampaikannya;

31) menyampaikan surat permintaan izin penggeledahan;

32ll menyusun permintaan bantuan penggeledahan;

33) melakukan penggeledahan;

34) menyusun permintaan persetujuan penyitaan;

35) melakukan penyitaan;

36) membuat dan menyampaikan surat panggilan saksi,

ahli, dan tersangka;

37l' melakukan pemeriksaan terhadap saksi;

38) melakukan pemeriksaan terhadap ahli;

39) melakukan pemeriksaan terhadap tersangka;

40) membuat surat permintaan bantuan penangkapan/

penahanan;

4Ll melakukan penangkapanlpenahanan;

42l' melakukan gelar perkara;

43) melakukan koordinasi dan menJrusun laporan

pelaksanaan koordinasi;

44l. menJrusun berkas perkara;

45) membuat berita acara serah terima barang bukti;
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46) menyampaikan surat pemberitahuan penyerahan

tersangka;

47ll melakukan gelar perkara penghentian penyidikan;

48) menyusun pemberitahuan penghentian penyidikan;

491 mendampingi Jaksa Penuntut Umum dalam

persidangan; dan

50) menjadi saksi dalam persidangan.

b. Pemeriksa Pajak Muda/Ahli Muda, meliputi:

1) menyiapkan bahan untuk membuat usulan

pemeriksaan;

2) melakukan analisis data WP;

3) membuat usulan pemeriksaan;

4l menyiapkan bahan untuk membuat rencana

pemeriksaan dan rencana program pemeriksaan;

5) melakukan analisis data WP yang akan diperiksa;

6) membuat rencana pemeriksaan dan rencana program

pemeriksaan;

7l membuat daftar temuan hasil pemeriksaan;

8) melakukan reviu LHP;

9) menyiapkan materi Qualitg Assurance (QA);

10) melakukan permintaan membuka rahasia nasabah

penyimpan;

1 1) menyusun daftar pihak-pihak yang akan dipanggil;

I2l melakukan permintaan keterangan danlatau bukti;

13) menyampaikan pemberitahuan pemeriksaan bukti

permulaan;

14) melakukan pengunduhan data elektronik;

15) melakukan analisis kasus;

16) melakukan analisis yuridis;

L7l menyusun kertas kerja pemeriksaan (KKP) bukti

permulaan;

18) mengamankan pelaku dan barang bukti;

19) mempelajari IDLP, Laporan Pemeriksaan Bukti

Permulaan, dan Laporan Kejadian;

2Ol meminta bantuan pihak ketiga;
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zLl membuat dan menyampaikan Surat Permohonan

Pencegahan ke Luar Negeri;

22ll menyusun surat perintah penggeledahan;

23)l membuat surat permintaan izin penggeledahan;

24) menJrusun surat perintah penyitaan;

251 membuat surat permintaan izin penyitaan;

26ll menyampaikan surat permintaan izin penyitaan;

271 menyusun daftar pertanyaan;

2S) membuat laporan kemajuan pelaksanaan penyidikan

dan rencana penangkapan/ penahanan;

291 membuat dan menyampaikan laporan kemajuan

pelaksanaan penyidikan untuk keperluan evaluasi

kegiatan penyidikan;

30) menyusun resume berkas perkara;

31) membuat surat penyerahan berkas perkara;

32) menyusun daftar barang bukti;

33) membuat surat penyerahan tanggung jawab tersangka

dan barang bukti;

34) membuat berita acara penyerahan tanggung jawab

tersangka;

35) membuat laporan kemajuan pelaksanaan penyidikan;

36) membuat usul penghentian penyidikan;

37l. membuat surat ketetapan penghentian penyidikan;

38) menyampaikan informasi kerugian pada pendapatan

negara;

39) menyampaikan hasil penelitian dan pendapat terkait

dengan permintaan penghentian penyidikan karena WP

telah melakukan penyetoran pokok pajak dan sanksi;

40) membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan

penghentian penyidikan; dan

4Il membuat laporan hasil persidangan.

c. Pemeriksa Pajak Madya/Ahli Madya, meliputi:

1) mengikuti dan berperan aktif dalam pembahasan

kebijakan di bidang Pemeriksaan;

2l melakukan pembahasan;
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3) menyiapkan pelaksanaan penelaahan sejawat dan/atau

telaah khusus;

4l men5rusun laporan penelaahan sejawat dan latau telaah

khusus;

5) melaksanakan reviu;

6) men5rusun risalah reviu;

7l menyiapkan materi sosialisasi peraturan/kebijakan di

bidang pemeriksaan;

8) melakukan sosialisasi peraturanlkebijakan di bidang

pemeriksaan;

9) membuat rencana kerja pemeriksaan bukti permulaan;

10) membuat rencana penyidikan;

1 1) menentukan urutan pemeriksaan;

I2l menyampaikan usul gelar perkara;

13) membuat rencana dan usul pelaksanaan koordinasi

dengan pihak terkait;

I4l menyampaikan informasi hak dan kewajiban WP;

15) melakukan penelaahan usul pemeriksaan bukti

permulaan;

16) melakukan penelaahan tindak lanjut pemeriksaan bukti

permulaan;

L7l melakukan penelaahan penetapan tersangka; dan

13) melakukan kegiatan asistensi pelaksanaan penyidikan.

V. HASIL KERJA TUGAS JABATAN SESUAI JENJANG JABATAN

1. Hasil kerja jabatan Pemeriksa Pajak kategori keterampilan setiap

jenjang jabatan, sebagai berikut:

a. Pemeriksa Pajak PelaksanalTerampil, meliputi:

1) bahan untuk kegiatan pengamatan;

2l kertas kerja kegiatan pengamatan;

3) berita acara pertemuan, tanda terima penyampaian

surat perintah pemeriksaan, bukti peminjaman

dokumen, dan dokumen lain sesuai dengan ketentuan

yang berlaku;

4l berita acara permintaan keterangan; surat permintaan

keterangan; surat permintaan bantuan tenaga ahli;
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kertas kerja pemeriksaan konfirmasi, dan dokumen lain

sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

5) berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan,

risalah pembahasan, ikhtisar pembahasan, berita acara

ketidakhadiran wajib pajak, dan dokumen lain sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;

b. Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan/Mahir, meliputi:

1) laporan hasil pengamatan;

2l laporan kemajuan pemeriksaan, kertas kerja

pemeriksaan utama, kertas kerja pemeriksaan

pendukung, dan dokumen lain sesuai dengan ketentuan

yang berlaku;

3) laporan hasil pemeriksaan;

4) kertas kerja penelaahan sejawat, risalah penelaahan

sejawat danlatau telaah khusus;

5) surat peminjaman berkas, tanda pengenal, formulir,

tanda segel, pakta integritas;

6) laporan pengamatan;

7) surat panggilan;

8) daftar keterangan danlatau bukti;

9) surat permintaan keterangan dan atau bukti;

10) berita acara penolakan;

1 1) berita acara penyegelan;

I2l laporan pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan;

13) daftar bahan bukti yang dipinjam, surat permintaan

peminjaman;

L4l berita acara permintaan keterangan;

15) laporan pemeriksaan bukti permulaan;

16) konsep laporan kejadian;

17) undangan dalam rangka pengembalian bahan bukti,

daftar bahan bukti yang dikembalikan;

18) tanda terima pengembalian bahan bukti;

19) kertas kerja;

2Ol laporan penanganan tindak pidana yang diketahui

seketika;

2Il laporan pelaksanaan tugas;
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22). berita acara penetapan tersangka;

23l' surat pemberitahuan dimulainya penyidikan;

241 penetapan penggeledahan;

25ll surat permintaan bantuan penggeledahan;

26)' berita acara penggeledahan;

271 surat permintaan persetujuan penyitaan;

28l' berita acara penyitaan;

29)' surat panggilan;

30) berita acara pemeriksaan;

31) surat permintaan bantuan penangkapan/ penahanan;

32) laporan kegiatan penangkapan/penahanan;

33) laporan gelar perkara;

34) laporan pelaksanaan tugas;

35) surat penyerahan berkas perkara;

36) berkas perkara;

37ll berita acara serah terima barang bukti;

38) berita acara penyerahan tanggung jawab tersangka;

39) surat pemberitahuan penyerahan tersangka;

40) laporan gelar perkara penghentian penyidikan;

4Il surat pemberitahuan penghentian penyidikan;

42l' laporan hasil pemantauan sidang.

c. Pemeriksa Pajak Penyelia, meliputi:

1) bahan untuk kegiatan pengamatan;

2l dokumen, data dan informasi mengenai WP yang akan

diperiksa;

3) nothit;

4) laporan penelaahan sejawat dan f atau telaah khusus;

5) kertas kerja reviu;

6) risalah reviu;

7l daftar nama bank yang akan dimintakan untuk dibuka

dan permintaan membuka rahasia nasabah penyimpan;

8) daftar pihak yang akan dipanggil;

9) daftar bahan bukti dan keterangan yang diminta;

10) tanda terima surat pemberitahuan pemeriksaan bukti

permulaan;

1 1) berita acara perolehan data elektronik;
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l2l hasil analisis kasus;

13) hasil analisis yuridis;

I4l kertas kerja pemeriksaan bukti permulaan;

15) laporan pelaksanaan tugas;

16) surat permintaan bantuan pihak ketiga;

I7l surat permohonan pencegahan ke luar negeri;

18) surat perintah penggeledahan;

19) surat permintaan izin penggeledahan;

20) surat perintah penyitaan;

zLl surat permintaan izin penyitaan;

221 penetapan penyitaan;

23l' daftar pertanyaair;

241 laporan kemajuan pelaksanaan penyidikan;

25)' resume berkas perkara;

26l' daftar barang bukti;

27) surat penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang

bukti;

28), laporan kemajuan pelaksanaan penyidikan (penghentian

penyidikan);

29l, surat usul penghentian penyidikan;

30) surat ketetapan penghentian penyidikan;

31) surat informasi kerugian pada pendapatan negara;

32l, surat pendapat;

33) surat pemberitahuan penghentian penyidikan karena

WP telah melakukan penyetoran pokok pajak dan

sanksi;

34) laporan pelaksanaan tugas; dan

35) laporan hasil pemantauan sidang.

2. Hasil kerja jabatan Pemeriksa Pajak kategori keahlian setiap

jenjang jabatan, sebagai berikut:

a. Pemeriksa Pajak Pertamal AhLi Pertama, meliputi:

1) bahan untuk kegiatan pengamatan;

2l kertas kerja kegiatan pengamatan;

3) laporan hasil pengamatan;

4) berita acara pertemu.an, tanda terima penyampaian

surat perintah pemeriksaan, bukti peminjaman
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dokumen, dan dokumen lain sesuai dengan ketentuan

yang berlaku;

5) laporan kemajuan pemeriksaan, KKP Utama, KKP

Pendukuog, dan dokumen lain sesuai dengan ketentuan

yang berlaku;

6) berita acara pemberian keterangan (BAPK), surat

permintaan keterangdfl, surat permintaan bantuan

tenaga ahli, KKP Konfirmasi, dan dokumen lain sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;

7l berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan,

risalah pembahasan, ikhtisar pembahasan, berita acara

ketidakhadiran WP, dan dokumen lain sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

8) konsep LHP;

9) nothit;

10) kertas kerja penelaahan sejawat (KKPS), risalah

penelaahan sejawat danlatau telaah khusus;

11) surat peminjaman berkas, tanda pengenal, formulir,

tanda segel, pakta integritas;

Lzl laporan pengamatan;

13) surat panggilan;

I4l daftar keterangan danlatau bukti;

15) surat permintaan keterangan danlatau bukti;

16) berita acara penolakan;

I7l berita acara penyegelan;

18) laporan pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan;

19) daftar bahan bukti yang dipinjam, surat permintaan

peminjaman;

20) berita acara permintaan keterangan;

2Il laporan pemeriksaan bukti permulaan;

22l, konsep laporan kejadian;

231 undangan dalam rangka pengembalian bahan bukti,

daftar bahan bukti yang dikembalikan;

24l' tanda terima pengembalian bahan bukti;

25) kertas kerja pemeriksaan bahan bukti;

26) laporan penanganan tindak pidana yang diketahui

seketika;

27l. laporan pelaksanaan tugas;
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281 berita acara penetapan tersangka;

29l, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan;

30) penetapan penggeledahan;

31) surat permintaan bantuan penggeledahan;

32l' berita acara penggeledahan;

33) surat permintaan persetujuan penyitaan;

34) berita acara penyitaan;

35) surat panggilan saksi, ahli, dan tersangka;

36) berita acara pemeriksaan;

37) surat permintaan bantuan penangkapan/ penahanan;

38) laporan kegiatan penangkapan/penahanan;

39) laporan gelar perkara;

40) laporan pelaksanaan tugas;

4I) surat penyerahan berkas perkara;

421 berkas perkara;

43) berita acara serah terima barang bukti;

441 surat pemberitahuan penyerahan tersangka;

45) laporan gelar perkara penghentian penyidikan;

46ll surat pemberitahuan penghentian penyidikan;

47l. laporan hasil pemantauan sidang;

48) laporan pelaksanaan T\;gas.

b. Pemeriksa Pajak Muda/Ahli Muda, meliputi:

1) dokumen, data dan informasi WP;

2l analisis laporan keuangan (ALK), potensi pajak;

3) risalah usulan pemeriksaan;

4) dokumen, data dan informasi mengenai WP yang akan

diperiksa;

5) KKP identifikasi masalah, KKP ALK;

6) KKP rencana pemeriksaan dan program pemeriksaan;

7l surat pemberitahuan hasil pemeriksaan;

8) LHP;

9) Materi QA;

10) daftar nama bank yang akan dimintakan untuk dibuka

dan permintaan membuka rahasia nasabah penyimpan;

1 1) daftar pihak yang akan dipanggil;

L2l daftar bahan bukti dan keterangan yang diminta;

13) tanda terima surat pemberitahuan pemeriksaan bukti

permulaan;
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14) berita acara perolehan data elektronik;

15) hasil analisis kasus;

16) hasil analisis yuridis;

I7l kertas kerja pemeriksaan bukti permulaan;

18) laporan pelaksanaan tugas;

19) surat permintaan bantuan pihak ketiga;

20) surat permohonan pencegahan ke luar negeri;

2Ll surat perintah penggeledahan;

22lr surat permintaan izin penggeledahan;

231 surat perintah penyitaan;

24ll penetapan penyitaan;

25l. daftar pertanyaan;

26l' laporan kemajuan pelaksanaan penyidikan;

27). resume berkas perkara;

281 surat penyerahan berkas perkara;

291 daftar barang bukti;

30) surat penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang

bukti;

31) berita acara penyerahan tanggung jawab tersangka;

32) laporan kemajuan pelaksanaan penyidikan (penghentian

penyidikan);

33) surat usul penghentian penyidikan;

34) surat ketetapan penghentian penyidikan;

35) surat informasi kerugian pada pendapatan negara;

36) surat pendapat terkait permintaan penghentian

penyidikan;

371 surat pemberitahuan penghentian penyidikan karena

WP telah melakukan penyetoran pokok pajak dan

sanksi;

38) laporan hasil pemantauan sidang.

c. Pemeriksa Pajak Madya/Ahli Madya, meliputi:

1) undangan rapatlsurat tugas dan daftar hadir/laporan

hasil rapat;

2l risalah pembahasan QA/Berita acara ketidakhadiran

WP dalam pembahasan dengan tim QA pemeriksaan;

3) laporan penelaahan sejawat dan/atau telaah khusus;

4) kertas kerja reviu;

5) risalah reviu;
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6) materi sosialisasi;

7l laporan pelaksanaan sosialisasi;

8) rencana kerja pemeriksaan bukti permulaan;

9) rencana penyidikan;

10) daftar urutan pemeriksaan;

1 1) surat usul gelar perkara;

l2l surat undangan koordinasi;

13) berita acara pemeriksaan;

I4l berita acara penelaahan (usul pemeriksaan bukti

permulaan);

15) berita acara penelaahan (tindak lanjut pemeriksaan

bukti permulaan);

16) berita acara penelaahan (penetapan tersangk"); dan

L7l laporan asistensi.

PENILAIAN ANGI(A KREDIT BAGI PEMERIKSA PAJAK YANG

MELAKSANAKAN TUGAS TIDAK SESUAI DENGAN JENJANG

JABATANNYA

1. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pemeriksa Pajak

untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya

sebagaimana dimaksud pada angka IV, maka Pemeriksa Pajak

lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah

jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut

berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja

yang bersangkutan.

2. Dalam hal pada unit kerja terdapat salah satu jenjang jabatan

fungsional Pemeriksa Pajak yang volume beban tugasnya

melebihi kebutuhan jabatan Pemeriksa Pajak, maka Pemeriksa

Pajak yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di

bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan

tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan

unit kerja yang bersangkutan.

3. Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana

dimaksud pada angka 1 dan angka 2, ditetapkan sebagai

berikut:
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Pemeriksa Pajak yang melaksanakan tugas satu tingkat di

atas jenjang jabatanoyo, Angka Kredit yang diperoleh

ditetapkan sebesar 8Oo/o (delapan puluh persen) dari Angka

Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum pada

Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016.

Contoh:

Sdr. Zaldi Haris, S.S.T., Ak., NIP. I979O22O 2OO2O3 1 001,

jabatan Pemeriksa Pajak Muda/Ahli Muda, pangkat Penata

Tingkat I, golongan ruang lllld pada Direktorat Jenderal

Pajak.

Yang bersangkutan ditugaskan untuk men5rusun laporan

penelaahan sejawat danlatau telaah khusus dengan Angka

Kredit 0,03. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan

Pemeriksa Pajak Madya/Ahli Madya.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar 8Oo/o X

0,03 = O,O24

Pemeriksa Pajak yang melaksanakan tugas satu tingkat di

bawah jenjang jabatanny&, Angka Kredit yang diperoleh

ditetapkan sebesar LOOo/o (seratus persen) dari Angka Kredit

setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016.

Contoh:

Sdr. Pradana Febry Widya Nugraha, S.H., NIP. L978I2I2

2OO2II I 001, jabatan Pemeriksa Pajak Muda/Ahli Muda,

pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada

Direktorat Jenderal Pajak.

Yang bersangkutan ditugaskan untuk melakukan kegiatan

pengamatan dengan Angka Kredit 0,03. Kegiatan dimaksud

merupakan tugas jabatan Pemeriksa Pajak Pertama/Ahli

Pertama.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar 100% X

0,03 : 0,03.

b.
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VII.PE.IABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT, PENGANGKATAN

PERTAMA, DAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

A. PE.IABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak

ditetapkan oleh pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

B. PENGANGKATAN PERTAMA

1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak

kategori keterampilan melalui pengangkatan pertama harus

memenuhi syarat:

a. berstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang lllc;
e. berijazah paling rendah Diploma III (DIII) di bidang

Akuntansi, Perpajakan, Manajemen Perpajakan atau

kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi

Pembina;

f. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi

Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar

kompetensi yang yang telah disusun oleh Instansi

Pembina;

g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan (diklat)

fungsional di bidang pemeriksaan; dan

h. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1

(satu) tahun terakhir.

2. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak

kategori keahlian melalui pengangkatan pertama harus

memenuhi syarat:

a. berstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang

lIl I a;
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e. berijazah paling rendah Sarjana (Sl)/Diploma IV (DIV) di

bidang Ekonomi, Keuangan, Hukum, dan Administrasi

atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh

Instansi Pembina;

f. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi

Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar

kompetensi yang yang telah disusun oleh Instansi

Pembina;

g. mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang

pemeriksaan; dan

h. nilai prestasi keda paling kurang bernilai baik dalam 1

(satu) tahun terakhir.

Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada

angka I dan angka 2 merupakan pengangkatan untuk

mengisi kebutuhan dari Calon PNS.

Calon PNS sebagaimana dimaksud pada angka 3 setelah

diangkat sebagai PNS paling lama 2 (dua) tahun harus

mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang pemeriksaan

serta uji kompetensi.

PNS yang telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di

bidang pemeriksaan serta uji kompetensi sebagaimana

dimaksud pada angka 4 paling lama 1 (satu) tahun harus

diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak.

Pelaksanaan tugas di bidang pemeriksaan, pemeriksaan

bukti permulaan danlatau penyidikan sejak menjadi Calon

PNS danlatau PNS selama belum diangkat dalam Jabatan

Fungsional Pemeriksa Pajak dapat dinilai sepanjang bukti

fisik lengkap.

Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan

Fungsional Pemeriksa Pajak dibuat menurut contoh formulir

yang tercantum dalam Anak Lampiran 1 yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

C. PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

1. Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke

dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dapat

dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:

3.

4.

5.

6.

7.
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a. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama kecuali

huruf h;

b. memiliki pengalaman di bidang pemeriksaan paling

singkat 2 (dua) tahun;

c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2

(dua) tahun terakhir; dan

d. berusia paling tinggi:

1) 53 (tima puluh tiga) tahun bagi Pemeriksa Pajak

Pertama/Ahli Pertama dan Pemeriksa Pajak Muda/

Ahti Muda, dan Pemeriksa Pajak Pelaksanaf Terampil

sampai dengan Pemeriksa Pajak Penyelia; dan

21 55 (lima puluh lima) tahun bagi Pemeriksa Pajak

Madya/Ahli Madya.

Pengalaman di bidang pemeriksaan, pemeriksaan bukti

permulaan danlatau penyidikan sebagaimana dimaksud

pada angka t huruf b dapat dihitung secara kumulatif.

Usia sebagaimana dimaksud pada angka t huruf e,

merupakan batas usia paling lambat penetapan keputusan

pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak,

oleh karena itu penyampaian usul pengangkatannya sudah

diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling kurang 6

(enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.

Contoh:

Sdr. Oding Rifaldi, S.T., M.Ec., NIP. 19630610 199003 1 001,

pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang lV lb,
menduduki jabatan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya

Medan.

Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam

Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak untuk menduduki

Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Madya/Ahli Madya,

maka penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima

oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat akhir

bulan Desember 2OI7 dan penetapan keputusan

pengangkatannya paling lambat akhir bulan Mei 2OL8,

mengingat yang bersangkutan lahir bulan Juni 1963.

3.
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Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud

pada angka 1, sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan

jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka

Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang benvenang

menetapkan Angka Kredit.

Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 4

ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak

didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang,

tetapi didasarkan pada kegiatan unsur utama dan dapat

ditambah dari kegiatan unsur penunjang.

Contoh:

Sdr. Mohamad Marulli, Ak., M.For.Accy., NIP. 19780408

2OO7O3 1 001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, jabatan

Kepala Seksi Strategi Pemeriksaan. Yang bersangkutan akan

diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak.

Selama menduduki jabatan tersebut, yang bersangkutan

melakukan kegiatan antara lain:

a. Unsur utama

1) Diklat fungsional pemeriksaan sebesar 5 Angka

Kredit.

2l Pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksaan bukti

permulaan danlatau penyidikan sebesar 25 Angka

Kredit.

3) Pengembangan profesi sebesar 5 Angka Kredit.

b. Unsur penunjang

Mengajar pada diklat fungsional di bidang pemeriksaan

selama 1O jam sehingga memperoleh 2 Angka Kredit.

Dalam hal demikian, Angka Kredit ditetapkan dari unsur

utama dan unsur penunjang yakni sebesar 37 Angka Kredit

ditambah Angka Kredit dari pendidikan Magister (S2) sebesar

150 Angka Kredit, jumlah keseluruhan yakni sebesar I87

Angka Kredit. Maka Sdr. Mohamad Marulli, Ak., M.For.Accy.,

diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak

Pertama/Ahli Pertama dengan tidak didasarkan pada masa

kerja pangkat dan golongan ruang.

5.

6.
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7. Keputusan pengangkatan PNS melalui perpindahan dari

jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak

dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalam Anak

Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Kepala Badan ini.

D. PENGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA

PAJAK KATEGORI KETERAMPILAN KE KATEGORI KEAHLIAN

1. Pemeriksa Pajak kategori keterampilan yang memperoleh

ijazah Sarjana (S l)/Diploma IV dapat diangkat dalam

Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak kategori keahlian,

dengan syarat sebagai berikut:

a. ijazah yang dimiliki sesuai dengan bidang tugas Jabatan

Fungsional Pemeriksa Pajak;

b. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional

yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa

Pajak kategori keahlian; dan

c. memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang

ditentukan.

2. Pemeriksa Pajak kategori keterampilan yang akan diangkat

menjadi Pemeriksa Pajak kategori keahlian sebagaimana

dimaksud pada angka 1 diberikan Angka Kredit dari ijazah

Sarjana (Sl)/Diploma IV (DIV), ditambah sebesar 650/o (enam

puluh lima persen) Angka Kredit Kumulatif dari diklat, tugas

jabatan, dan pengembangan profesi dengan tidak

memperhitungkan Angka Kredit dari unsur penunjang.

3. Pemeriksa Pajak yang menduduki pangkat Pengatur

Tingkat I, golongan ruang llld ke bawah yang memperoleh

ijazah Sadana (S l)/Diploma IV (DIV), sebelum diangkat

dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak kategori keahlian

ditetapkan terlebih dahulu kenaikan pangkatnya menjadi

Penata Muda, golongan ruanglllla.
4. Pemeriksa Pajak kategori keterampilan sebagaimana

dimaksud pada angka 1, dapat dipertimbangkan untuk

diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak

kategori keahlian setelah dinyatakan lulus diklat fungsional

di bidang pemeriksaan kategori keahlian dan lulus uji
kompetensi untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.
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5. Pengangkatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak kategori

keterampilan menjadi Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak

kategori keahlian ditetapkan oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian dengan mempertimbangkan ketersediaan

kebutuhan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak kategori

keahlian.

6. Penetapan Angka Kredit perpindahan dari Jabatan

Fungsional Pemeriksa Pajak kategori keterampilan menjadi

Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak kategori keahlian

dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum

dalam Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

7. Keputusan pengangkatan Jabatan Fungsional Pemeriksa

Pajak kategori keterampilan menjadi Jabatan Fungsional

Pemeriksa Pajak kategori keahlian dibuat menurut contoh

formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 4

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Kepala Badan ini.

E. TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PEMERIKSA PAJAK

Ketentuan Teknis tata cara pengangkatan dalam Jabatan

Fungsional Pemeriksa Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan

selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional

Pemeriksa Pajak.

VIII. SASARAN KERJA PEGAWAI, TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL

PERTAHUN, DAN SANKSI

A. SASARAN KERJA PEGAWAI

1. Pada awal tahun, setiap Pemeriksa Pajak wajib menJrusun

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam

I (satu) tahun berjalan.

2. SKP Pemeriksa Pajak disusun berdasarkan penetapan

kinerja unit kerja yang bersangkutan.

3. SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari

kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja

dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat

kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
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4. SKP dapat ditambahkan dengan kegiatan lain yang

merupakan turunan dari penetapan kinerja unit atau atasan

langsung.

5. SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada angka

t harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL PERTAHUN

1. Pemeriksa Pajak Kategori Keterampilan setiap tahun wajib

mengumpulkan Angka Kredit dari unsur diklat, tugas

jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang

dengan jumlah Angka Kredit paling kurang:

a. 5 untuk Pemeriksa Pajak Pelaksanaf Terampil;

b. 12,5 untuk Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan/Mahir;

dan

c. 25 untuk Pemeriksa Pajak Penyelia.

2. Pemeriksa Pajak Kategori Keahlian setiap tahun wajib

mengumpulkan Angka Kredit dari unsur diklat, tugas

jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang

dengan jumlah Angka Kredit paling kurang:

a. L2,5 untuk Pemeriksa Pajak Pertama/Ahli Pertama;

b. 25 untuk Pemeriksa Pajak Muda/Ahli Muda; dan

c. 37 ,5 untuk Pemeriksa Pajak Madya/Ahli Madya.

3. Target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud angka I

dan angka 2 terdiri dari:

a. unsur utama tidak termasuk sub unsur pendidikan

formal; dan

b. unsur penunjang.

4. Pemeriksa Pajak Penyelia, pangkat Penata Tingkat I,
golongan ruang III/d wajib mengumpulkan paling sedikit 10

(sepuluh) Angka Kredit dari kegiatan pemeriksaan,

pemeriksaan bukti permulaan danlatau penyidikan.

5. Pemeriksa Pajak Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina

Utama Muda, golongan ruang IV lc wajib mengumpulkan

paling sedikit 20 (dua puluh) Angka Kredit dari kegiatan

pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan danlatau

penyidikan dan pengembangan profesi.
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6. Jumlah target angka kredit sebagaimana dimaksud pada

angka 1 dan angka 2 sebagai dasar untuk penilaian SKP.

C. SANKSI

Pemeriksa Pajak akan mendapatkan sanksi disiplin apabila

pencapaian sasaran kerja akhir tahun sebagai berikut:

1. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Pemeriksa

Pajak yang hanya mencapai 25o/o (dua puluh lima persen)

sampai dengan 5)o/o (lima puluh persen) dijatuhi hukuman

tingkat sedang sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

2. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Pemeriksa

Pajak yang hanya mencapai kurang dari 25% (dua puluh

lima persen) dijatuhi hukuman tingkat berat sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

A. PENGUSULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit

Pemeriksa Pajak disampaikan oleh Pemeriksa Pajak kepada

pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat Pengawas

yang bertanggung jawab di bidang tata usaha setelah

diketahui atasan langsung Pemeriksa Pajak yang

bersangkutan.

2. Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana

dimaksud pada angka 1 dengan melampirkan Daftar Usul

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Pemeriksa

Pajak yang dibuat menurut contoh formulir yang tercantum

dalam Anak Lampiran 5A sampai dengan Anak Lampiran 5D

dan Anak Lampiran 6A sampai dengan Anak Lampiran 6C

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Kepala Badan ini.

3. Setiap usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit

Pemeriksa Pajak harus dilampiri, antara lain dengan:

a. surat pernyataan melakukan kegiatan pemeriksaan,

dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalam

Anak Lampiran 7 yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;
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b. surat pernyataan melakukan kegiatan pemeriksaan bukti

permulaan, dibuat menurut contoh formulir yang

tercantum dalam Anak Lampiran 8 yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan

ini;

c. surat pernyataan melakukan kegiatan penyidikan, dibuat

menurut contoh formulir yang tercantum dalam Anak

Lampiran 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Kepala Badan ini;

d. surat penyataan melakukan kegiatan pengembangan

profesi dibuat menurut contoh formulir yang tercantum

dalam Anak Lampiran 10 yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;

e. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

pelaksanaan tugas Pemeriksa Pajak, dibuat menurut

contoh formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 11

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Kepala Badan ini; atau

f. surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan

pelatihan dan fotocopy bukti-bukti mengenal

ijazah lSurat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan,

dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalam

Anak Lampiran 12 yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Surat pernyataan pelaksanaan kegiatan sebagaimana

dimaksud pada angkd 7 , harus dilampiri dengan bukti fisik.

Pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat Pengawas

yang bertanggung jawab di bidang tata usaha menyampaikan

bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit kepada

pejabat yang berwenang mengusulkan Angka Kredit

Pemeriksa Pajak dan dibuat menurut contoh formulir yang

tercantum dalam Anak Lampiran 13 yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Usulan penetapan Angka Kredit Pemeriksa Pajak diajukan

oleh:

6.
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Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi

kepegawaian pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya

yang membidangi perpajakan kepada Pejabat Pimpinan

Tinggi Madya yang membidangi perpajakan untuk Angka

Kredit bagi Pemeriksa Pajak Madya/Ahli Madya, pangkat

Pembina, golongan ruang lY la sampai dengan pangkat

Pembina Utama Muda, golongan ruanglV lc;
Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian

pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang

membidangi perpajakan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi

Pratama yang membidangi kepegawaian pada unit

Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi

perpajakan untuk Angka Kredit bagi:

1) Pemeriksa Pajak Pelaksanaf Terampil pangkat

Pengatur, golongan ruang ll I c, sampai dengan

Pemeriksa Pajak Penyelia pangkat Penata Tingkat I,

golongan ruang III ld; dan

2l Pemeriksa Pajak Pertama/Ahli Pertama, pangkat

Penata Muda, golongan ruang lll I a sampai dengan

Pemeriksa Pajak Muda/Ahli Muda, pangkat Penata

Tingkat I, golongan ruang lllld;
di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

Kementerian Keuangan.

Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian

pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Kementerian Keuangan kepada Kepala Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk

untuk Angka Kredit bagi:

1) Pemeriksa Pajak Pelaksanaf Terampil pangkat

Pengatur, golongan ruang Il I c, sampai dengan

Pemeriksa Pajak Penyelia, pangkat Penata Tingkat I,

golongan ruang III/d; dan

2l Pemeriksa Pajak Pertama/Ahli Pertama, pangkat

Penata Muda, golongan ruang lll I a sampai dengan

Pemeriksa Pajak Muda/Ahli Muda, pangkat Penata

Tingkat I, golongan ruang III/d;

c.
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di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Kementerian Keuangan.

Pejabat yang mengusulkan Angka Kredit menyampaikan

bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit kepada

pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

Dalam hal melakukan proses penilaian dan penetapan

DUPAK menjadi Penetapan Angka Kredit (PAK), pejabat yang

berwenang menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim

Penilai.

B. PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Penilaian prestasi kerja Pemeriksa Pajak dilakukan paling

kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Contoh:

Prestasi kerja Pemeriksa Pajak mulai 1 Januari 2017 sampai

dengan 31 Desember 2OI7 harus dinilai dan ditetapkan

paling lambat bulan Januari 2018.

2. Penilaian dan penetapan Angka Kredit terhadap Pejabat

Fungsional Pemeriksa Pajak dilakukan paling kurang 2 (dua)

kali dalam setahun.

3. Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan

pangkat Pemeriksa Pajak dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum

periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit

ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang

bersangkutan; dan

b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit

ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang

bersangkutan.

4. Setiap usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit bagi

Pemeriksa Pajak harus dinilai secara seksama oleh Tim

Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016.

7.

8.
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5. Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit yang

telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana

dimaksud pada angka 4 kemudian ditetapkan oleh pejabat

yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

6. Asli penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala

Badan Kepegawaian Negara lKepala Kantor Regional Badan

Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan

kepada:

a. Pejabat Pimpinan Madya yang membidangi perpajakan

pada Instansi Pembina;

b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;

c. Kepala Biro/Bagian yang membidangi kepegawaian;

d. Pemeriksa Pajak yang bersangkutan; dan

e. Pejabat lain yang dianggap perlu.

7. Penetapan Angka Kredit Pemeriksa Pajak, dibuat menurut

contoh formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran L4

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Kepala Badan ini.

X. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM

PENILAI, TIM TEKNIS, DAN TUGAS TIM PENILAI

A. PE.IABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan

Fungsional Pemeriksa Pajak, yaitu:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi

perpajakan untuk Angka Kredit bagi Pemeriksa Pajak

Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang

lV la sampai dengan Pemeriksa Pajak Madya/Ahli Madya,

pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang lY lc di

lingkungan Kementerian Keuangan.

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi

kepegawaian pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya

yang membidangi perpajakan untuk Angka Kredit bagi:

1) Pemeriksa Pajak PelaksanafTerampil pangkat

Pengatur, golongan ruang lI lc, sampai dengan

Pemeriksa Pajak Penyelia pangkat Penata Tingkat I,

golongan ruang III/d; dan
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2l Pemeriksa Pajak Pertama/Ahli Pertama, pangkat

Penata Muda, golongan ruang llI I a sampai dengan

Pemeriksa Pajak Muda/Ahli Muda, pangkat Penata

Tingkat I, golongan ruang III/d.
di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

Kementerian Keuangan.

c. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit bagi:

1) Pemeriksa Pajak Pelaksanaf Terampil pangkat

Pengatur, golongan ruang II I c, sampai dengan

Pemeriksa Pajak Penyelia pangkat Penata Tingkat I,

golongan ruang III/d; dan

2l Pemeriksa Pajak Pertama/Ahli Pertama, pangkat

Penata Muda, golongan ruang lll I a sampai dengan

Pemeriksa Pajak Muda/Ahli Muda, pangkat Penata

Tingkat I, golongan ruang III/d.
di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Kementerian Keuangan

Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, Pejabat

sebagaimana dimaksud pada angka t huruf a han'rs

membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada

Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang

menetapkan Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat

yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan

kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Apabila pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit

sebagaimana dimaksud pada angka 1 berhalangan sehingga

tidak dapat menetapkan Angka Kredit sampai batas waktu

yang ditentukan pada angka IX huruf B angka 3, maka

Angka Kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain satu tingkat

di bawahnyo, yang secara fungsional bertanggung jawab di

bidang perpajakan setelah mendapatkan delegasi atau kuasa

dari pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit atau

atasan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan Angka

Kredit tidak dapat diajukan keberatan.

4.

5.
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B. TIM PENILAI

1. Dalam menjalankan tugasnya, pejabat yang berwenang

menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa

Pajak dibantu oleh Tim Penilai, yanB terdiri atas:

a. Tim Penilai Direktorat Jenderal bagi Pejabat Pimpinan

Tinggi Madya yang membidangi perpajakan untuk Angka

Kredit bagi Pemeriksa Pajak Madya/Ahli Madya pangkat

Pembina, golongan ruang lV la sampai dengan Pemeriksa

Pajak Madya /Ahli Madya pangkat Pembina Utama Muda,

golongan ruang IV/ c di lingkungan Kementerian

Keuangan.

b. Tim Penilai Sekretariat bagi Pejabat Pimpinan Pratama

yang membidangi kepegawaian pada unit Jabatan

Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perpajakan

untuk Angka Kredit:

1) Pemeriksa Pajak Pelaksanaf Tetampil pangkat

Pengatur, golongan ruang Il I c, sampai dengan

Pemeriksa Pajak Penyelia pangkat Penata Tingkat I,

golongan ruang III ld; dan

2) Pemeriksa Pajak Pertama/Ahli Pertama, pangkat

Penata Muda, golongan ruang lll / a sampai dengan

Pemeriksa Pajak Muda/Ahli Muda, pangkat Penata

Tingkat I, golongan ruang III/d.
di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

Kementerian Keuangan.

c. Tim Penilai Kantor Wilayah bagi Kepala Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk

Angka Kredit:

1) Pemeriksa Pajak Pelaksana/Terampil pangkat

Pengatur, golongan ruang Il f c, sampai dengan

Pemeriksa Pajak Penyelia pangkat Penata Tingkat I,

golongan ruang III/d; dan

2l Pemeriksa Pajak Pertama/Ahli Pertama, pangkat

Penata Muda, golongan ruang lll I a sampai dengan

Pemeriksa Pajak Muda/Ahli Muda, pangkat Penata

Tingkat I, golongan ruang III/d;
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di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Kementerian Keuangan.

2. Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan

oleh:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi

perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian

Keuangan untuk Tim Penilai Direktorat Jenderal.

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi

kepegawaian pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya

yang membidangi perpajakan pada Direktorat Jenderal

Pajak untuk Tim Penilai Sekretariat.

c. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Kementerian Keuangan untuk Tim Penilai Kantor

Wilayah.

3. Tim Penilai terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur

teknis yang membidangi pemeriksaan, pemeriksaan bukti

permulaan danlatau penyidikan, unsur kepegawaian, dan

Pemeriksa Pajak.

4. Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:

a. seorang Ketua merangkap anggota;

b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan

c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.

5. Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 4

huruf a, paling rendah Pejabat Administrator.

6. Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 4

huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian pada instansi

masing-masing.

7. Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 4

huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Pemeriksa Pajak.

8. Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:

a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan

jabatan/pangkat Pemeriksa Pajak yang dinilai;

b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai

Pemeriksa Pajak; dan

c. aktif melakukan penilaian kinerja.

9. Masa jabatan anggota yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat

diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
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1O. Anggota Tim Penilai yang telah menjabat 2 (dua) kali masa

jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada

angka 9, dapat diangkat kembali setelah melampaui

tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

1 1. Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau

berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim

Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota secara

definitif sesuai masa kerja yang tersisa.

12. Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai,

Ketua dapat mengajukan usul pengganti anggota Tim Penilai.

13. Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat

dipenuhi dari Pemeriksa Pajak, maka Anggota Tim Penilai

dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai

kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Pemeriksa Pajak.

TIM TEKNIS

1. Tim Penilai dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya

terdiri atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau

bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis

yang diperlukan.

2. Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat

kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian

atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang

memerlukan keahlian tertentu.

3. Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab

kepada Ketua Tim Penilai.

4. Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila

terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang

memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada

angka 2.

TUGAS TIM PENILAI

1. TUgas Tim Penilai Direktorat Jenderal, yaitu:

a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang

membidangi perpajakan dalam menetapkan Angka Kredit

bagi Pemeriksa Pajak Madya/Ahli Madya, P&Dgkat

Pembina, golongan ruang lY la sampai dengan Pemeriksa

Pajak Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda,

D.
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golongan ruang IV lc di lingkungan Kementerian

Keuangan; dan

b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan

penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam

huruf a.

T\rgas Tim Penilai Sekretariat, yaitu:

a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang

membidangi kepegawaian pada unit Jabatan Pimpinan

Tinggi Madya yang membidangi perpajakan dalam

menetapkan Angka Kredit bagi:

1) Pemeriksa Pajak Pelaksanaf Terampil pangkat

Pengatur, golongan ruang lI / c, sampai dengan

Pemeriksa Pajak Penyelia pangkat Penata Tingkat I,

golongan ruang III/d; dan

2l Pemeriksa Pajak Pertama/Ahli Pertama, pangkat

Penata Muda, golongan ruang III I a sampai dengan

Pemeriksa Pajak Muda/Ahli Muda, pangkat Penata

Tingkat I, golongan ruang lllld;
di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

Kementerian Keuangan.

b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan

penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam

huruf a.

Ttrgas Tim Penilai Kantor Wilayah, yaitu:

a. membantu Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Pajak Kementerian Keuangan dalam menetapkan Angka

Kredit bagi:

1) Pemeriksa Pajak Pelaksanaf Terampil pangkat

Pengatur, golongan ruang II / c, sampai dengan

Pemeriksa Pajak Penyelia pangkat Penata Tingkat l,

golongan ruang III/d; dan

2l Pemeriksa Pajak Pertama/Ahli Pertama, pangkat

Penata Muda, golongan ruang lll I a sampai dengan

Pemeriksa Pajak Muda/Ahli Muda, pangkat Penata

Tingkat I, golongan ruang Illld;
di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Kementerian Keuangan.

3.
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b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan

penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam

huruf a.

E. TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian ditetapkan oleh

Menteri Keuangan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan

Fungsional Pemeriksa Pajak.

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

A. KENAIKAN PANGI(AT

1. Kenaikan pangkat Pemeriksa Pajak, dapat dipertimbangkan

apabila:

a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;

b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan

untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang

bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

2. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Keuangan yang

menduduki jabatan Pemeriksa Pajak Madya/Ahli Madya,

pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b menjadi

pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c

ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas

nama Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis

Kepala Badan Kepegawaian Negara.

3. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Keuangan yang

menduduki jabatan:

a. Pemeriksa Pajak PelaksanafTerampil pangkat Pengatur,

golongan ruang II f c, sampai dengan Pemeriksa Pajak

Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;
dan

b. Pemeriksa Pajak Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata

Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda

Tingkat I, golongan ruang llllb sampai dengan untuk

menjadi Pemeriksa Pajak Madya/Ahli Madya, pangkat

Pembina Tingkat I, golongan ruanglY lb;
ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian

yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis

Kepala Badan Kepegawaian Negara.
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Kenaikan pangkat bagi Pemeriksa Pajak dalam jenjang

jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika

kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Contoh:

Sdr. Nurmansyah, S.E., MM., NIP. 19770505 2OO3O4 1 001

Jabatan Pemeriksa Pajak Muda/Ahli Muda, pangkat Penata

Tingkat I, golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1

April 2OI4.

Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2OI7,

Sdr. Nurmansyah, S.E., MM.,memperoleh Angka Kredit

sebesar 405 dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan

pangkatnya menjadi Pembina, golongan rulang IY la,
terhitung mulai tanggal I April 2OI7. Maka sebelum

dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu

ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Pemeriksa Pajak

Madya/Ahli Madya.

Pemeriksa Pajak yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka

Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan lpangkat
setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat

diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/ pangkat

berikutnya.

Contoh:

Sdr. Wendy Nugraha Herdianto, SE., NIP. 19801016 200504

1 O1O, pangkat Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai

tanggal I April 2OL7, jabatan Pemeriksa Pajak Muda/Ahli

Muda. Pada waktu naik pangkat menjadi Penata, golongan

ruang llllc, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit

Kumulatif sebesar 215.

Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat

menjadi pangkat Penata, golongan ruang lll I c yaitu 2OO

Angka Kredit.

Dengan demikian Sdr. Wendy Nugraha Herdianto, SE.,

memiliki kelebihan 15 Angka Kredit dan dapat

diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

5.
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6. Pemeriksa Pajak yang pada tahun pertama telah memenuhi

atau melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk

kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang diduduki, pada

tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang

2Oo/o (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka

Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat

setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan

pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan danlatau

penyidikan.

Contoh:

Sdr. Yulasmono, S.E., M.M., NIP. 19810210 200403 1 OO1,

pangkat Penata, golongan ruang lIl I c, terhitung mulai

tanggal 1 April 2OI3, jabatan Pemeriksa Pajak Muda/Ahli

Muda, dengan Angka Kredit sebesar 225.

Berdasarkan penetapan angka kredit periode Januari 2013

sampai dengan 30 Desember 2OI3, Sdr. Yulasmono, S.E.,

M.M., telah mengumpulkan Angka Kredit sebesar 80

sehingga dalam tahun pertama masa pangkat yang

dimilikinya sejak 31 Maret 2OI4 telah memiliki Angka Kredit

yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat

menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III ld, yaitu sebesar

305.

Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang

dimilikinya sejak 31 Maret 2OI4 sampai dengan 31 Maret

2015 untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I,

golongan ruang III/d, Sdr. Yulasmono, SE., MM., wajib

mengumpulkan Angka Kredit paling kurang 2Oo/o x 100 = 20.

KENAIKAN JABATAN

1. Kenaikan jabatan bagi Pemeriksa Pajak, dapat

dipertimbangkan apabila tersedia kebutuhan jabatan

Pemeriksa Pajak dengan ketentuan:

a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;

b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan

untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
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c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang

bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

d. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi.

Kenaikan jabatan dari Pemeriksa Pajak Pelaksanaf Terampil

sampai dengan menjadi Pemeriksa Pajak Penyelia, dan

Pemeriksa Pajak Pertama/Ahli Pertama sampai dengan

menjadi Pemeriksa Pajak Madya/Ahli Madya ditetapkan oleh

Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pemeriksa Pajak Muda/Ahli Muda yang akan naik jabatan

setingkat lebih tinggi menjadi Pemeriksa Pajak Madya/Ahli

Madya, Angka Kredit yang disyaratkan paling rendah 6

(enam) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

Contoh:

Sdr. Wishnu Agung Baroto, S.E, M.M., NIP. 19760608

200004 1 001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang

III/d, terhitung mulai tanggal 1 April 2OL3, jabatan

Pemeriksa Pajak Muda/Ahli Muda, Angka Kredit Kumulatif

sebesar 305. Pada waktu penilaian bulan Januarr 2OL7 , yang

bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar

IO2, dengan rincian sebagai berikut:

a. Diklat fungsionallteknis yang =

mendukung tugas Pemeriksa

Pajak.

6 Angka Kredit

b. Pelaksanaan kegiatan

pemeriksaan, pemeriksaan bukti
permulaan dan penyidikan

c. Pengembangan Profesi

= 90 Angka Kredit

Membuat karya tulis/karya ilmiah : 6 Angka Kredit

hasil penelitian lpengkaj ian I
survey/ evaluasi di bidang

perpajakan yang dipublikasikan

dalam bentuk majalah ilmiah yang

diakui oleh kementerian yang

bersangkutan

Jumlah keseluruhan Angka Kredit yang diperoleh Sdr.

Wishnu Agung Baroto, S.E, M.M., adalah 301 + lO2 = 4O7

Angka Kredit.

3.
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Dalam hal demikian, mengingat Sdr. Wishnu Agung Baroto,

S.E, M.M.. telah memenuhi Angka Kredit dari sub unsur

pengembangan profesi sebesar 6 Angka Kredit yang

disyaratkan untuk kenaikan jabatan lpangkat setingkat lebih

tinggi. Maka setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi

untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, yang

bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Pemeriksa Pajak

jenjang Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan

ruang IY la.
4. Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional

Pemeriksa Pajak dibuat menurut contoh formulir yang

tercantum dalam Anak Lampiran 15 yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

XII. PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

A. PEMBERHENTIAN

1. Pemeriksa Pajak diberhentikan dari jabatanny&, apabila:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Fungsional

Pemeriksa Pajak; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

2. Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional

Pemeriksa Pajak dibuat menurut contoh formulir yang

tercantum dalam Anak Lampiran 16 yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

B. PENGANGKATAN KEMBALI

1. Pemeriksa Pajak yang karena alasan sebagaimana dimaksud

pada huruf A angka t huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e,

dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan

terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional

Pemeriksa Pajak.
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Pemeriksa Pajak yang diberhentikan sementara sebagai PNS

sebagaimana dimaksud pada huruf A angka t huruf b, dapat

diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa

Pajak, apabila telah diangkat kembali sebagai PNS.

Pemeriksa Pajak yang diberhentikan karena menjalani cuti

diluar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada

huruf A angka t huruf c, dapat diangkat kembali dalam

Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, apabila telah selesai

menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan

kembali sebagai PNS.

Pemeriksa Pajak yang diberhentikan karena menjalani tugas

belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud

pada huruf A angka t huruf d, dapat diangkat kembali

dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, apabila telah

selesai menjalani tugas belajar.

Pemeriksa Pajak yang diberhentikan karena ditugaskan

secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak

sebagaimana dimaksud pada huruf A angka t huruf e, dapat

diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak

apabila berusia paling tinggi:

a. 50 (lima puluh) tahun bagi Pemeriksa Pajak Pertama/Ahli

Pertama dan Pemeriksa Pajak Muda/Ahli Muda, dan

Pemeriksa Pajak Pelaksanaf Terampil sampai dengan

Pemeriksa Pajak Penyelia; dan

b. 56 (lima puluh enam) tahun bagi Pemeriksa Pajak

Madya/Ahli Madya.

Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa

Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3

dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya

sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pemeriksa

Pajak.

Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa

Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 4, dengan

menggunakan Angka Kredit terakhir sebelum diberhentikan

dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dan dapat

ditambah dengan Angka Kredit dari sub unsur pendidikan

3.

4.

5.

6.

7.
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dan pengembangan profesi yang diperoleh selama menjalani

pemberhentian dari jabatan.

8. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa

Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 5, dengan

menggunakan Angka Kredit terakhir sebelum diberhentikan

:ilil*T;-I"-'i::?:'?::1"" J:"u .i;" i::::
pengembangan profesi yang diperoleh selama menjalani

pemberhentian j abatan.

9. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa

Pajak sebagaimana dimaksud pada angk& 5, dapat dilakukan

dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh

Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing paling kurang

6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.

contoh:

Sdr. Ade Setiawan, S.H., M.H., NIP. 1961120T 199103 1 001,

jabatan Pemeriksa Pajak Madya/Ahli Madya, P&ngkat

Pembina, golongan ruang lV la. Yang bersangkutan

diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dan

diangkat dalam Jabatan Administrator terhitung mulai

tanggal 1 Februari 2OI2.

Apabila yang bersangkutan akan diangkat kembali ke dalam

Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, maka untuk tertib

administrasi usulan sudah diterima oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian paling lambat bulan Juni 2Ot7, karena yang

bersangkutan lahir pada bulan Desember 1961, tanpa harus

berhenti dari jabatannya.

10. Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional

Pemeriksa Pajak dibuat menurut contoh formulir yang

tercantum dalam Anak Lampiran 17 yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

XIII. UJI KOMPETENSI

Uji kompetensi bagi Pemeriksa Pajak yang akan naik jabatan

setingkat lebih tinggi berlaku sejak tanggal 1 Januari 2OL9.
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XIV. PENUTUP

1. Apabila dalam melaksanakan Peraturan Kepala Badan ini
dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan

Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk untuk
mendapat penyelesaian.

2. Demikian Peraturan Kepala Badan ini dibuat untuk dapat

dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

sesuai dengan aslinya

;trEGAWAIAN NEGARA
'r+ t,

Perundang-undangan,

Haryomo Dwi Putranto
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ANAK LAMPIRAN 1

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
KESATU

KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN

NOMOR
TENTANG

PENGANGIGTAN PERTAMA
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

a. bahwa Saudara .... NIP . pangkat/golongzrn ruang ....
telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan
Fungsional Pemeriksa Pajak;

b. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu
mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2OL6;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2OL7;

MEMUTUSKAN:

Calon Pemeriksa Pajak dibawah ini:
a. Nama
b. NIP
c. Pangkat /golongan ruang/TMT
d. Unit kerja
Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa
Pajak jenjang ... dengan angka kredit sebesar (................)

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asll Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEDUA
KETIGA

TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian NegaralKantor Regional BKN yang bersangkut**);
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perpajakan Kementerian Keuangan;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Biro Kepegauraran/Bagian Kepegawaian yang bersangkutan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/

Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

**)
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ANAK LAMPIRAN 2

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN PER-

PINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE

DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PEMERIKSA PAJAK

KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN

NOMOR
TENTANG

PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara .. NIP
jabatan
dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak
melalui perpindahan dari jabatan lain;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4;
2. Peraturan Pemerintah Nomor l1 Tahun 2Ol7;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2Ol7;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkatr
a. Nama : ....
b. NIP :....
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : ....
d. Unit kerja : ....
Terhitung mulai tanggal ...... diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak
jenjang dengan angka kredit sebesar .... (............)

KEDUA :... .......**)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan

diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Aslt Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara /Kantor Regional BKN yang bersangkut**);
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perpajakan Kementerian Keuangan;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Biro Kepe gaw aran / BagianKepegawaian yang bersangkutan ;

5. Kepala Kantor PelayananPerbendaharaan Negara/Kepala Biro/
BagianKeuangan yang bersangkutan*) ; dan

6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
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ANAK LAMPIRAN 3

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

CONTOH

PENETAPAN ANGKA KREDIT PERPINDAHAN

DARI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA

PAJAK KATEGORI KETERAMPILAN KE

DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA

PAJAK I{ATEGORI KEAHLIAN

PENETAPAN ANGI(A KREDIT
NOMOR

Instansi: Masa Penilaian:

ASLI disampaikan dengan hormat kepadaKepala BKN

Tembusan disampaikan kepada:

Ditetapkan di ....,
P;a; ffitC"r ...... :::.. ::::.. :.... ::::::

l. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
2. Kepala Biro Kepegawatan/Bagian Kepegawaian yang bersangkutan;*) Nama Lengkap
3. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
4, Pemeriksa Pajak yang bersangkutan; dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu

I KETERANGAN PERORANGAN

I Nama
2 NIP
3 Nomor Seri KARPEG
4 Panekat/ Golonsan ruane TMT
5 Tempat dan Taneeal lahir
6 Jenis Kelamin
7 Pendidikan vans diperhitunskan anska kreditnva
8 Jabatan Fungsional/TMT

9 I LamaMasaKerjaGolongan [E;;
10 Unit Keria

II PENETAPAN ANGKA KREDIT LAMA BARU JUMLAH JUMLAH
65o/o

A Pendidikan Sekolah lo0
B Perolehan Aneka Kredit dari:

I UNSUR UTAMA
a. Pendidikan dan pelatihan fungsional/telceis dibidang

perpajakan serta memperoleh Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)

61Vo

b. Pemeriksaan 6sVo

c. Pemeriksaan bukti permulaan 65o/o

d. Penvidikan bidane pernaiakan 61Vo

e. Pengembangan Profesi 65o/o

Jumlah Unsur Utama

2 UNSUR PENUNJANG x
Kegiatan Penunjang Pemeriksa Pajak X

Jumlah Unsur Penunjang X

Jumlah keseluruhan angka kredit dari Unsur Utama
(diklat, tugas jabatan, dan pengembangan profesi) ditambah
angka kredit dari Pendidikan Sekolah

X X X (A+B I )

Iil DAPAT/TIDAK DAPAT*} DIPERTIMBANGKAN UNTUK
PEMERIKSA PAJAK KATEGORI KEAHLIAN JENJANG

DIANGKAT DALAM JAE}ATAN FUNGSIONAL
... PANGKAT/GOLONGAN RUANG.........

NIP. .



-58-

ANAK LAMPIRAN 4

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN
PERPINDAHAN DARI PEMERIKSA PAJAK
KATEGORI KETERAMPILAN KE DALAM
PEMERIKSA PAJAK KATEGORI KEAHLIAN

KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN

NOMOR
TENTANG

PENGANGKATAN DARI PEMERIKSA PAJAK KATEGORI KETERAMPILAN
KE DALAM PEMERIKSA PAJAK KATEGORI KEAHLIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP
. jabatan . pangkat/golongan ruang ..... telah memenuhi syarat

dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak
kategori keahlian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun2OlTl'
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2Ol7;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat:
a. Nama
b. NIP
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : ....
d. Unit kerja : ....
Terhitung mutai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa
Pajak kategori keahlian jenjang .. dengan angka kredit sebesar...... (............)

KEDUA :
**)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

TEMBUSAN:
l. Kepala Badan Kepegawaian Negara /Kantor Regional BKN yang bersangkut**);
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perpajakan Kementerian Keuangan;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian yang bersangkutan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/

Bagian Keuangan yang bersangkutan*) ;

6. Pejabatlain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
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ANAK LAMPIRAN 5A

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 15 TAHUN 2OT7

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

CONTOH
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

INSTANSI :

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGS I ONAL PEMERIKSA PAJAK PELAKSANA/ TERAMPIL

Nomor:

MASA

Bulan
PENILAIAN

KETERANGAN PERORANGAN

Nomor Seri Kartu Pegawai

Tempat dan Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

Jabatan Pemeriksa Pajak / TMT

Masa Kerja golongan lama

Masa Kerja golongan baru

Unit Kerja

UNSUR YANG DINILAI

ANGKA KREDIT MENURUT

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL

UNSUR UTAMA

PENDIDIKAN

Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah I gelar

Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh
ijazah/gelar

Diploma III
Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan
Fungsional Pemeriksa Pajak serta memperoleh Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat

Men gikuti pendidikan dan pelatihan fun gsional / teknis
Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dan memperoleh
Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPPI

atau Sertifikat

lamanya lebih dari 960 jam

lamanya antara 6a1-960 jam

lamanya antara 481-64O jam

lamanya antara f 61-480 jam

lamanya entara 81-160 jam

lamanya antara 31-80 jam
lamanya kurang dari 3O jam

Pendidikan dan pelatihan Prajabatan

Men gikuti pendidikan dan pelatihan praj abatan
Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II

PEMERIKSAAN, PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN DAN/ATAU
PEI{YIDIKAN BIDANG PERPAJAKAN

Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemeriksaan,
pelaksanaan teknis Pemeriksaan oleh petugas pemeriksa
pajak yang ditunjuk oleh kepala kantor, pencarian Potensi
perpajakan dan penyaj ian informasi, melakukan
pemeriksaan
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MEN JRUT

INSTANSI PENGUSUL rIM PENILAT

LAMA BARU JUMLAH I-AMA BARU JUMLAH
T 2 3 4 5 6 7 I

1) Menyiapkan bahan untuk kegiatan pengamatan

2\ Melakukan kegiatan pengamatan

3) Melakukan pemeriksaan di tempat Wajib Pajak

a. WP Kriteria I
b. WP Kriteria 2

c. WP Kriteria 3
d. WP Kriteria 4

4) Melakukan permintaan keterangan dan/ atau
konfirmasi kepada Wajib Pajak dan/ atau pihak ketiga

s) Melakukan Pembahasan Akhir dengan Wajib Pajak

a. WP Kriteria 1

b. WP Kriteria 2
C. WP Kriteria 3

d. WP Kriteria 4

B Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemeriksaan,
pelaksanaan teknis

Menyusun laporan hasil pengamatan

3. PENGEI\IBANGAN PROFESI

A Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang perpajakan

1) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/
pengkaj ian / survei / evaluasi di bidang perpaj akan yang
dipublikasikan:

a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

b, Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh
Kementerian yang bersangkutan

2) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/
pengkajian/survei/ evaluasi di bidang perpajakan yang
tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di
perpustakaan:

a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh
Kementerian yang bersangkutan

3) Membuat karya tulis/karya ilmiah bempa tinjauan atau
ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang
perpajakan yang dipublikasikan :

a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
sec€rra nasional

b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh
Kementerian yang bersangkutan

4) Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang perpajakan yang
tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di
perpustakaan:

a. Dalam bentuk buku
b. Dalam majalah

s) Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perpajakan
yang disebarluaskan melalui media massa yang
merupakan satu kesatuan

6) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau
ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak
harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada
kesimpulan akhir)

B Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di
bidang perpajakan

1) Menerj emahkan / menyadu r di bidang perpaj akan yang
dipublikasikan

a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional



NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGI(A KREDIT MEN URUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMI.AH LAMA BARU JUMLAH

T 2 3 4 5 6 7 8

2) Menerjemahkan/menyadur di bidang perpajakan yang
tidak dipublikasikan:

a. Dalam bentuk buku
b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi

yang berwenang
C Pen5rusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di

bidang perpajakan

1) Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang perpajakan

2) Menyusun ketentuan teknis di bidang perpajakan

WMLATI UNSTIR UTAI}TA 1 S.D 3

u PENUNJANG TUGAS PEMERIKSA PAJAK

A Pengajar/ pelatih di bidang perpajakan

Men gaj ar / melatih yan g berkaitan den gan bidan g perpaj akan

B Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang perpajakan

I Mengikuti ke giatan seminar / lokakarya / konferensi di bidang
perpajakan sebagai:

a Pemrasaran / penyaji/ narasumber

b Pembahas /moderator
c Peserta

2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai:

a Ketua

b Anggota
C Keanggotaan dalam organisasi profesi

Menjadi anggota organisasi profesi Nasional

I sebagai Pengurus aktif

2. sebagai Anggota aktif
D Keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional

Pemeriksa Pajak

Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional
Pemeriksa Pajak

E Perolehan penghargaan / tanda j asa

Memperoleh Pen ghargaan / tanda j asa Satyalancana
Karyasatya

I 3O (tiga puluh) tahun

2. 2O (dua puluh) tahun

3. lO (sepuluh) tahun
F Perolehan gelar kesarjanaan lainnya

Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan
bidang tugasnya

I Sarjana (S l) /Diploma IV

2. Magister (S2)

3. Doktor (S3)

JI'MLAH UNSI'R PENUNJN{G
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Butir Kegiatan JenJang Jabatan dl atas/di bawah

1 2 3 4 D 6 7 8

WMLAII UNSUR UTAMA DAN UNSUR PTNUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu



UI LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan ... ... .

2. Surat pernyataan melakukan kegiatan . .. . ...

3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......

4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

6. dan seterusnva

NIP.

rv Catatan PeJabat Pengusul :

1.

2.

3.

4. dan setemsnya

(jabatan )

(nama pejabat pengusul )

NIP.

v Catatan Anggota Tlm Penll,al :

I
2

3

4 dan seterusnya

(Nama Penilai

NIP

(Nama Penilai II )

NIP

VI Catatan Ketua Tlm Penllal :

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

(Nama )

NIP.



ANAK LAMPIRAN 5E}

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 15 TAHUN 2OI7

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

CONTOH
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGI(A KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

INSTANSI :

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGS IONAL PEMERIKSA PAJAK PELAKSANA I,ANJUTAN / MAHIR

Nomor:

MASA

Bulan
PENILAIAN

KETERANGAN PERORANGAN

Nomor Seri Kartu Pegawai

Tempat dan Tanggal Lahir

Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

Jabatan Pemeriksa Pajak / TMT

Masa Kerja golongan lama

Masa Kerja golongan baru

Unit Kerja

UNSUR YANG DINILAI

ANGKA KREDIT MENURUT

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

UNSUR UTAMA

Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah / gelar

Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh
ijazah/gelar

Diploma III
Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan
Fungsional Pemeriksa Pajak serta memperoleh Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat

Mengiku ti pendidikan dan pelatihan fungsional / teknis
abatan Fungsional Pemeriksa Pajak dan memperoleh

Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)

atau Sertifikat

lamanya lebih dari 960 jam

lamanya antara 641-960 jam

lamanya antara 481-640 jam

lamanya antara 161-480 jam

lamanya antara 81- 16O jam

lamanya antara 31-80 jam
lamanya kurang dari 3O jam

Pendidikan dan pelatihan Prajabatan

Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan
Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II

PEMERIKSAAN, PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN DAN/ATAU
PEI\TYID I KAN BIDANG PERPAJAI(AN

Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemeriksaan,
pelaksanaan teknis Pemeriksaan oleh petugas pemeriksa
pajak yang ditunjuk oleh kepala kantor, pencarian Potensi
perpaj akan dan penyaj ian informasi, melaku kan
pemeriksaan
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

A VGKA KRED IT MENURUT

INSTANSI PBNGUSUL rIM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
I 2 3 4 5 6 7 I

l) Menyiapkan bahan untuk kegiatan pengamatan

2l Melakukan kegiatan pengamatan

3) Melakukan pemeriksaan di tempat Wajib Pajak

a. WP Kriteria I

b. WP Ituiteria 2

c. WP Kriteria 3
d. WP Kriteria 4

4) Melakukan permintaan keterangan dan/ atau
konfirmasi kepada Wajib Pajak dur/ atau pihak ketiga

s) Melakukan Pembahasan Akhir dengan Wajib Pajak

a. WP Kriteria I
b. WP Kriteria 2
c. WP Kriteria 3
d, WP Kriteria 4

B Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemeriksaan,
pelaksanaan teknis

Menyusun laporan hasil pengamatan

3. PE VGEMBANGAN PROFESI

A Pem ruatan karya tulis/karya ilmiah di bidang perpajakan

1) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/
pengkaj ian / su rwei / evaluasi di bidan g perpaj akan yang
dipublikasikan:

a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

b, Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh
Kementerian yang bersangkutan

2) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/
pengkajian/survei/ evaluasi di bidang perpajakan yang
tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di
perpustakaan:

a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh
Kementerian yang bersangkutan

3) Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau
ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang
perpajakan yang dipublikasikan:

a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh
Kementerian yang bersangkutan

4l Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang perpajakan yang
tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di
perpustakaan:

a. Dalam bentuk buku
b. Dalam majalah

s) Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perpajakan
yang disebarluaskan melalui media massa yang
merupakan satu kesatuan

6l Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau
ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak
harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada
kesimpulan akhir)

B Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di
bidang perpajakan

1) Menerj em ahkan / m enyadur di bidang perpaj akan yang
dipublikasikan

a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional



-66-

NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

A \IGI(A KRED IT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENTLAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
I 2 3 4 5 6 7 I

2l Menerj emahkan / menyadur di bidang perpaj akan yang
tidak dipublikasikan:

a. Dalam bentuk buku
b. Dalam bentuk majatah yang diakui oleh Instansi

yang berwenang
c Pen5rusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di

bidang perpajakan

1) Men5rusun ketentuan pelaksanaan di bidang perpajakan

2l Menyusun ketentuan teknis di bidang perpajakan

WMLATI UNSUR UTAMA 1 S.D 3

u PENIJNJAITG TUGAS PEMERIKSA PA"'AK

A Pengajar/ pelatih di bidang perpajakan

Mengaj ar/ melatih yang berkaitan dengan bidang perpajakan

B Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang perpajakan

1 Mengikuti kegiatan seminar/ lokakarya/ konferensi di bidang
perpajakan sebagai:

a Pemrasaran / penyaji / narasumber

b Pembahas /moderator
c Peserta

2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai:

a Ketua
b Anggota

c Keanggotaan dalam organisasi profesi

Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :

1 sebagai Pengurus aktif
2. sebagai Anggota aktif

D Keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional
Pemeriksa Pajak

Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional
Pemeriksa Pajak

E Perolehan penghargaan / tanda jasa

Memperoleh Pen ghargaan / tanda j asa S atyalancana
Karyasatya

1 30 (tiga puluh) tahun

2. 2O (dua puluh) tahun

3. 1O (sepuluh) tahun
F Perolehan gelar kesarjanaan lainnya

Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan
bidang tugasnya

l. Sarjana (S 1) / Diploma IV

2. Magister (S2)

3. Doktor (S3)

WMLAH UNSI'R PENUNJANG
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Butir Kegiatan JenJang Jabatan di atas/dl bawah

1 2 3 4 5 6 7 8

JTIMLAH I'NSUR UTAMA DAT{ T'NSTTR PIITUNJN{G

*) Dicoret yang tidak perlu



UI LAMPIRAN PENDUKUNG DUPN( :

1 . Surat pernyataan melakukan kegiatan ... ... .

2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .,.....

3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......

4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

6. dan seterusnya

NIP.

IV Catatan PeJabat Pengueul

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

( jabatan 
)

(nama pejabat pengusul )

NIP.

v Catatan Anggota Tlm Penllal :

I
2

3

4 dan seterusnva

( Nama Penilai

NIP.

(Nama Penilai II )

NIP

VI Catatan Ketua Tlm Penllal :

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

NIP.

(Nama )
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ANAK LAMPIRAN 5C

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 15 TAHUN 2OI7

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PA^JAK

CONTOH
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

INSTANSI :

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGI(A KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK PEI.IYELIA

Nomor:

MASA PENII.AIAN

Bulan

KETERANGAN PERORANGAN

Nomor Seri Kartu Pegawai

Tempat dan Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

Jabatan Pemeriksa Pajak / TMT

Masa Kerja golongan lama

Masa Kerja golongan baru

Unit Kerja

UNSUR YANG DINILAI

ANGI(A KREDIT MENURUT

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL

UNSUR UTAMA

PENDIDIKAN

Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah I gelar

Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh
ijaaalt/geIar

Diploma III
Pendidikan dan pelatihan fun gsional / teknis Jabatan
Fungsional Pemeriksa Pajak serta memperoleh Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat

Mengiku ti pendidikan dan pelatihan fun gsional / teknis
Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dan memperoleh
Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)

atau Sertifikat

lamanya lebih dari 960 jam

lamanya antara 641-960 jam

lamanya antara 481-640 jam

lamanya antara 161-480 jam

lamanya antara 81-160 jam

lamanya antara 31-80 jam
lamanya kurang dari 3O jam

Pendidikan dan pelatihan Prajabatan

Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan
Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II

PEMERIKSAAN, PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN DAN/ATAU
PEI\TYIDIKAN BIDANG PERPAJAKAN

Penyiapan pelaksanaan kebdakan di bidang Pemeriksaan,
pelaksanaan teknis pemeriksaan oleh petugas pemeriksa
pajak yang ditunjuk oleh kepala kantor, pencarian Potensi
perpajakan dan penyajian informasi, melakukan
Pemeriksaan
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KRED IT MEN JRUT

INSTANSI PE NGUSUL TIM PENILA]

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8

l) Menyiapkan bahan untuk membuat usulan
pemeriksaan

2l Menyiapkan bahan untuk membuat Rencana
Pemeriksaan dan Rencana Program Pemeriksaan

3) Membuat Nota Penghitungan

a. WP Kriteria I
b. WP Kriteria 2
c. WP Kriteria 3
d. WP Kriteria 4

B Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di
bidang Pemeriksaan, penelaahan hasil pelaksanaan
pekerjaan pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dan petugas
Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh kepala kantor Qteer
reuieul, pemberian bimbingan teknis pemeriksaan pajak.

1) Men5rusun laporan penelaahan sejawat dan/atau telaah
khusus

2l Melaksanakan Revru

3) Men5rusun Risalah Reviu

C Melaksanakan ke[ijakan dan standardisasi teknis di bidang
Pemeriksaan Bukti Permulaan

1) Melakukan permintaan membuka rahasia nasabah
penyimpan

2l Men5rusun daftar pihak-pihak yang akan dipanggil

3) Melakukan Permintaan Keterangan dan atau Bukti
a. WP Kriteria 1

b. WP Ikiteria 2

c. WP Kriteria 3

d. WP Kriteria 4
4) Menyampaikan pemberitahuan Pem eriksaan Bukti

Permulaan

s) Melakukan pengunduhan data elektronik
6) Melakukan analisis kasus

7l Melakukan analisis yuridis

8) Men5msun kertas kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan

a. WP Kriteria I
b. WP Kriteria2
c. WP Kriteria 3

d. WP Kriteria 4

e) Mengamankan pelaku dan barang bukti
10) Mempelajari IDLP, Laporan Pemeriksaan Bukti

Permulaan, dan Laporan Kejadian

D Melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang
Penyidikan

1) Meminta bantuan pihak ketiga

2) Membuat dan menyampaikan Surat Permohonan
Pencegahan Ke Luar Negeri

3) Menyusun Surat Perintah Penggeledahan

4l Membuat Surat Permintaan Izin Penggeledahan

s) Men5rusun Surat Perintah Penyitaan

6) Membuat Surat Permintaan Izin Penvitaan

7) Menyampaikan Surat Permintaan Izin Penyitaan

8) MenSrusun daftar pertanyaan

e) Membuat Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penyidikan
dan rencana penangk apan I penahanan

lo) Membuat dan menyampaikan Laporan Kemajuan
Pelaksanaan Penyidikan untuk keperluan evaluasi
kegiatan penyidikan

11) Men5nrsun resume berkas perkara

a. WP Kriteria I
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
A VGKA KRED IT MEN JRUT

INSTANSI PENGUSUL UM PENII.AI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 I

b. WP Kriteria 2

c. WP Kriteria 3
d. WP Kriteria 4

r2) Menyusun daftar barang bukti
13) Membuat Surat Penyerahan Tanggung Jawab Tersangka

Dan Barang Bukti
14! Membuat Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penyidikan

1s) Membuat Usul Penghentian Penyidikan
16) Membu at Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan

17) Menyampaikan Informasi keru gian pada pend apatan
negara

18) Menyampaikan hasil penelitian dan pendapat terkait
dengan permintaan penghentian penyidikan karena
Wajib Pajak telah melakukan penyetoran pokok pajak
dan sanksi

le) Membuat dan menyampaikan Surat Pemberitahuan
Penghentian Penyidikan

201 Menjadi saksi dalam persidangan
21) Membuat laporan hasil persidangan

3. PENGEMBANGAN PROFESI

A Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang perpajakan

1) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/
pen gkaj ian / survei / evaluasi di bidang perpaj akan yan g

dipublikasikan:

a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh
Kementerian yang bersangkutan

2l Membuat karya tutis/karya ilmiah hasil penelitian/
pengkajian/survei/ evaluasi di bidang perpajakan yang
tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di
perpustakaan:

a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh
Kementerian yang bersangkutan

3) Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau
ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang
perpajakan yang dipublikasikan:

a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh
Kementerian yang bersangkutan

4l Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang perpajakan yang
tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di
perpustakaan:

a. Dalam bentuk buku
b. Dalam majalah

s) Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perpajakan
yang disebarluaskan melalui media massa yang
merupakan satu kesatuan

6) Menyampaikan prasararl berupa tinjauan, gagasan, atau
ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak
harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada
kesimpulan akhir)

B Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di
bidang perpajakan

1) Menerjemahkan / menyadur di bidang perpaj akan yang
dipublikasikan

a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

A NGKA KRED IT MEN URUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
I 2 3 4 5 6 7 8

2l Menerjemahkan / menyadur di bidang perpaj akan yang
tidak dipublikasikan:

a, Dalam bentuk buku
b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi

yang berwenang
c Pen5rusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di

bidang perpajakan

1) Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang perpajakan

2l Menyusun ketentuan teknis di bidang perpajakan

JuMLAII UNSUR UTAMA 1 g.D 3

u PENUNJAI{G TUGAS PEMERIKSA PA"'N(
A Pengajar/ pelatih di bidang perpajakan

Mengaj ar / m elatih yan g berkaitan den gan bidan g perpaj akan

B Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang perpajakan

1 Men gikuti ke giatan seminar / lokakarya/ konferensi di bidan g

perpajakan sebagai:

a Pemrasaran / penyaji/ narasumber

b Pembahas /moderator
c Peserta

2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai:

a Ketua

b Anggota
c Keanggotaan dalam organisasi profesi

Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :

I sebagai Pengurus aktif

2. sebagai Anggota aktif
D Keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional

Pemeriksa Pajak

Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional
Pemeriksa Pajak

E Perolehan penghargaan / tanda j asa

Memperoleh Pen ghargaan / tanda j asa Satyalancana
Kar5rasatya

t 30 (tiga puluh) tahun

2. 20 (dua puluh) tahun

3. 10 (seputuh) tahun
F Perolehan gelar kesarjanaan lainnya

Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan
bidang tugasnya

1 Sarjana (S1)/Diploma IV

2. Magister (S2)

3. Doktor (S3)

WMLAH UNSUR PENUNJANG



Butir Kegiatan JenJang Jabatan dl atag/di bawah

I 2 3 4 5 6 7 8

JIIMLI\H UNSI'R UTAMA DAN I'NSUR PENUNJANG

*) Dicoret yaurLg tidak perlu



NI LAMPIRAI{ PENDUKUNG DUPN( :

l. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......

2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......

3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......

4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

6. dan seterusnva

NIP.

IV Catatan PeJabat Pengusul :

1.

2.

3.

4. dan setemsnya

(jabatan )

(nama pejabat pengusul )

NIP.

v Catatan Anggota Tlm Penllal :

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

( Nama Penilai

NTP

(Nama Penilai II )

NIP

VI Gatatan Ketua Tlm Penllal :

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

NIP.

(Nama )



ANAK I,AMPIRAN 64
PERATURAN KEPAI"A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG PETUNJUK PEI,AKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNCSIONAL PEMEzuKSA PA.JAK

CONTOH
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNCSIONAL PEMERIKSA PAJAK

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK PERTAMA/AHLI PERTAMA

Nomor:

MASA PENILAIAN :

Bulan .....s/d Bulan. . Tahun..

NO KETERANGAN PERORANGAN

1 Nama

2. NIP

3. Nomor Seri Kartu Pegawai

4. Tempat dan Tanggal Lahir

5. Jenis Kelamin

6. Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

7. Jabatan Pemeriksa Pajak / TMT

8. Masa Kerja golongan lama

9. Masa Kerja golongan baru

lo. Unit Kerja

NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 I

I UNSUR UTAMA

1. PENDTDIKAN

A Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah I gelar

Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh
ijazah/gelar

1) Doktor (S3)

2l Magister (S2)

3) Sarjana/Diploma IV
B Pendidikan dan pelatihan fungsional / teknis Jabatan

Fungsional Pemeriksa Pajak serta memperoleh Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat

Mengikuti pendidikan dan pelatihan fu ngsional / teknis
Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dan memperoleh
Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)

atau Sertifikat

1) lamanya lebih dari 960 jam

2l lamanya antara 641-960 jarn

s) lamanya antara 481-640 jam

4) lamanya antara 161-480 jam

s) lamanya antara 81- 160 jam

6) lamanya antara 31-80 jam

7l lamanya kurang dari 30 jam

c Pendidikan dan pelatihan Prajabatan

M en gikuti pendidikan dan pelatihan praj abatan

Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KRED IT MEN JRUT

INSTANSI PENGUSUL IIM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7 I

2.
PEMERIKSAAN, PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN DAN/ATAU
PE}IYIDIKAN BIDANG PERPAJAKAN

A Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemeriksaan,

1) Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kegiatan
pengamatan

2l Melakukan kegiatan pengamatan

3) Menyusun laporan hasil pengamatan

4) Melakukan pemeriksaan di tempat Wajib Pajak

a. WP Kriteria 1

b. WP Kriteria 2

c. WP lftiteria 3

d. WP Kriteria 4
s) Memeriksa buku, catatan dan dokumen wajib pajak dan

pihak eksternal yang terkait dengan pemeriksaan

a. WP Kriteria 1

b. WP Kriteria 2

c. WP Kriteria 3
d. WP Kriteria 4

6) Melakukan permintaan keterangan dan/ atau
konfirmasi kepada Wajib Pajak dan/ atau pihak ketiga

7) Melakukan Pembahasan Akhir dengan Wajib Pajak

a. WP Kriteria 1

b. WP Kriteria 2

c. WP Kriteria 3

d. WP Kriteria 4
8) Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan

e) Membuat Nota Penghitungan (nothit)

a. WP Kriteria 1

b. WP Kriteria 2

c. WP Kriteria 3

d, WP Kriteria 4

B Penyiapan penyusunan nonna, standar, prosedur dan
kriteria di bidang Pemeriksaan

Melakukan penelaatran sejawat dan/atau telaah khusus

C Melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang
Pemeriksaan Bukti Permulaan

1) Menyiapkan sarana dan dokumen

2) Mempelajari IDLP, dokumen yang menjadi dasar
Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan data lain terkait,
serta melakukan pembahasan kasus

a. WP Kriteria 1

b. WP Kriteria 2

c. WP Kriteria 3
d. WP Kriteria 4

3) Melakukan observasi lapangan

4) Melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait

s) Melakukan inventarisasi keterang€rn dan atau bukti
yang diminta

6) Membuat Surat Permintaan Keterangan dan atau Bukti

7l Memeriksa tempat, ruang, dan/atau barang

a. WP Kriteria I
b. WP Kriteria 2

c. WP Kriteria 3
d. WP Kriteria 4

8) Membuat berita acara penolakan
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

A]NGKA KRED IT MEN JRUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMI..AH

1 2 3 4 5 6 7 I
e) Melakukan penyegelan tempat, ruang, dan/atau barang

t0) Menyampaikan laporan pelaksanaan pemeriksaan Bukti
Permulaan di lokasi

11) Melakukan peminjaman Bahan Buktj
L2) Meminta keterangan kepada pihak yang dipanggil

a. WP Kriteria I
b. WP Kriteria 2
c. WP Kriteria 3

d. WP Kriteria 4

13) Menyusun Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan

14) Membuat konsep Laporan Kejadian

1s) Mengumpulkan Bahan Bukti yang akan dikembalikan
dan persiapan dokumen

l6) Melakukan kegiatan pengembalian bahan bukti dan
membuat Tanda Terima pengembalian Bahan bukti

L7l Melakukan pemeriksaan bahan bukti
18) Membuat laporan penanganan tindak pidana yang

diketahui seketika

1e) Melakukan observasi lapangan

D MeIa
Peny

ksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang
idikan

1) Menyu sun j adwal pembahasan dimulainya Penyidikan
dan Penetapan Tersangka

2l M embu at Su rat Pem beritahuan Dimulainya Penyidikan
dan menyampaikannya

3) Menyampaikan Surat Permintaan Izin Pen ggeledahan

4l MenSrusun permintaan bantuan penggeledahan

s) Melakukan pen ggeledahan

a. WP Kriteria I
b. WP Kriteria 2

c. WP Kriteria 3
d. WP Kriteria 4

6) Menlrusun permintaan persetujuan penyitaan

7) Melakukan Penyitaan
a. WP Kriteria 1

b. WP Kriteria 2

c. WP Kriteria 3

d. WP Kriteria 4

8) Membuat dan menyampaikan Surat Panggilan Saksi,
AhIi, dan Tersangka

e) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi
a. WP Kriteria 1

b. WP Kriteria 2

c. WP Kriteria 3

d. WP Kriteria 4

t0) Melakukan pemeriksaan terhadap Ahli
11) Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka

a, WP Kriteria I
b. WP Kriteria 2

c. WP Kriteria 3

d. WP Kriteria 4

L2) Membuat surat permintaan bantuan

13) Melakukan penangkapan / penahanan

a. WP Kriteria 1

b. WP Kriteria 2

c. WP Kriteria 3

d. 4WP Kriteria
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KRED IT MEN JRUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
1 2 3 4 c 6 7 I

r4) Melakukan Gelar Perkara

1s) Melakukan koordinasi dan menyusun laporan
pelaksanaan koordinasi

16) Menyusun berkas perkara

t7l Membuat Berita Acara Serah Terima Barang Bukti

18) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Penyerahan
Tersangka

1e) Melakukan gelar perkara penghentian penyidikan

20) Menyu sun pemberitahuan penghentian penyidikan

2r) Mendampingi jaksa penuntut umum dalam persidangan

221, Menjadi saksi dalam persidangan

3. PENGEMBANGAN PROFESI

A Pem ruatan karya tulis/karya ilmiah di bidang perpajakan

1) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/
pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang perpaj akan yang
dipublikasikan:

a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh
Kementerian yang bersan gkutan

2) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/
pengkajian/survei/ evaluasi di bidang perpajakan yang
tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di
perpustakaan:

a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh
Kementerian yang bersangkutan

3) Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau
ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang
perpaj akan yang dipublikasikan :

a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh
Kementerian yang bersangkutan

4l Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang perpajakan yang
tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di
perpustakaan:

a. Dalam bentuk buku
b. Dalam majalah

s) Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perpajakan
yang disebarluaskan melalui media massa yang
merupakan satu kesatuan

6) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau
ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak
harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada
kesimpulan akhir)

B Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di
bidang perpajakan

1) Menerj emahkan / menyadur di bidang perpaj akan yan g

dipublikasikan
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan

secara nasional

b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional
2) Menerj emahkan / menyadur di bidang perpaj akan yang

tidak dipublikasikan:
a. Dalam bentuk buku
b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi

yang berwenang
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

A NGKA KRED IT MEN JRUT

INSTANSI PE;NGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
I 2 3 4 5 6 7 8

C Penlrusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di
bidang perpajakan

1) Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang perpajakan

2) Menyusun ketentuan teknis di bidang perpajakan

JUMLAH T'NSITR UTAMA 1 S.D 3

il PENUNJAI{G TUGAS PEMERIKSA PA^IAI(

A Pengajar/pelatih di bidang perpajakan

Mengajar/ melatih yang berkaitan dengan bidang perpajakan

B Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang perpajakan

I Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang
perpajakan sebagai:

a Pemrasaran / penyaji/ narasumber

b Pembahas /moderator
c Peserta

2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai:

a Ketua

b Anggota
C Keanggotaan dalam organisasi profesi

Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :

1. sebagai Pengurus aktif
2. sebagai Anggota aktif

D Keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional
Pemeriksa Pajak

Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional
Pemeriksa Pajak

E Perolehan penghargaan/tanda jasa

Memperoleh Pen ghargaan / tanda j asa S atyalancana
Karyasatya

l. 30 (tiga puluh) tahun

2. 2O (dua puluh) tahun

3. 1O (sepuluh) tahun
F Perolehan gelar kesarjanaan lainnya

Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan
bidang tugasnya

1 Sarjana (S1)/Diploma IV

2, Magister (S2)

3, Doktor (S3)

WMLAH T'NSUR PENIINJN{G
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Butlr Kegiatan JenJang Jabatan dl atas/di bawah *f

1 2 3 4 5 6 7 8

WMLAII UNST'R UTAMA DAN T'NSUR PENI'NJAI{G

*) Dicoret yang tidak perlu
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UI LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......

2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......

3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......

4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

6. dan seterusnva

NIP.

TV Catatan PeJabat Pengusul :

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

( jabatan )

(nama pejabat pengusul )

NIP.

v Catatan Anggota Tln Penllal :

1

2

3

4 dan seterusnya

( Nama Penilai

NIP

(Nama Penilai II )

NIP

\rI Catatan Ketua Tlm Penllal :

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

NIP.

(Nama )
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ANAK LAMPIRAN 6E}

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 15 TAHUN 2OL7

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

CONTOH
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

INSTANSI :

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGI(A KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK MUDA/AHLI MUDA

Nomor:

MASA

Bulan
PENII.AIAN

KETERANGAN PERORANGAN

Nomor Seri Kartu Pegawai

Tempat dan Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

Jabatan Pemeriksa Pajak / TMT

Masa Kerja golongan lama

Masa Kerja golongan baru

Unit Kerja

UNSUR YANG DINILAI

ANGKA KREDIT MENURUT

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL

UNSUR UTAMA

Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah / gelar

Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh
ijazah/gelar

Magister (S2)

Sarjana/Diploma IV
Pendidikan dan pelatihan fun gsional / teknis Jabatan
Fungsional Pemeriksa Pajak serta memperoleh Surat Tanda

amat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat

Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis
Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dan memperoleh
Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)

atau Sertifikat

lamanya lebih dari 960 jam

lamanya antara 641-960 jam

lamanya antara 481-640 jam

lamanya antara 161-480 jam

lamanya antara 81- 160 jam

lamanya antara 31-80 jam

lamanya kurang dari 30 jam

Pendidikan dan pelatihan Prajabatan

Mengikuti pendidikan dan pelatihan praj abatan
Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL rIM PEN ILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMI.AH
1 2 3 4 5 6 7 8

2.
PEMERIKSAAN, PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN DAN/ATAU
PEI{YIDIKAN BIDANG PERPAJAKAN

A Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemeriksaan,
pelaksanaan teknis Pemeriksaan oleh petugas pemeriksa
pajak yang ditunjuk oleh kepala kantor, pencarian Potensi
perpaj akan dan penyajian inform asi, melakukan

1) Menyiapkan bahan untuk membuat usulan pemeriksaan

2\ Melakukan analisis data Wajib Pajak

3) Membuat usulan pemeriksaan

4) Menyiapkan bahan untuk membuat Rencana
Pemeriksaan dan Rencana Program Pemeriksaan

s) Melakukan analisis data Wajib Pajak yang akan diperiksa

a, WP Kriteria I
b. WP Kriteria 2

c. WP Kriteria 3
d. WP Kriteria 4

6) Membuat Rencana Pemeriksaan dan Rencana Program
Pemeriksaan

a, WP Kriteria I
b. WP Kriteria 2

c. WP Kriteria 3
d. WP Kriteria 4

7) Membuat daftar temuan hasil pemeriksaan

8) Melakukan reviu LHP

B Penyiapan penJrusunan norrna, standar, prosedur dan
kriteria di bidang Pemeriksaan

Menyiapkan materi QA

C Melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang
Pemeriksaan Bukti Permulaan

1) Melakukan permintaan membuka rahasia nasabah
penyimpan

2l Menyusun daftar pihak-pihak yang akan dipanggil

3) Melakukan Permintaan Keterangan dan atau Bukti
a. WP Kriteria 1

b. WP Kriteria 2

c. WP Kriteria 3
d. WP Kriteria 4

4) Menyampaikan pemberitahuan Pemeriksaan Bukti
Permulaan

s) Melakukan pengunduhan data elektronik
6) Melakukan analisis kasus

7l Melakukan analisis yuridis

8) Menyusun kertas kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan

a. WP Kriteria 1

b. WP Kriteria 2
c. WP Kriteria 3

d. WP Kriteria 4

e) Mengamankan pelaku dan barang bukti
10) Mempelajari IDLP, Laporan Pemeriksaan Bukti

D Melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang
Penyidikan

1) Meminta bantuan pihak ketiga

2) Membuat dan menyampaikan Surat Permohonan
Pencegahan ke Luar Negeri

3) Men5rusun Surat Perintah Penggeledahan

4) Membuat Surat Permintaan Izin Penggeledahan

s) Menvusun Surat Perintah Penyitaan

6) Membuat Surat Permintaan Izin Penyitaan

7) Menyampaikan Surat Permintaan Izin Penyitaan
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PEN LAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8

8) Menyusun daftar pertanyaan

e) Membuat Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penyidikan
dan rencana penangkapan / penahanan

10) Membuat dan menyampaikan Laporan Kemajuan
Pelaksanaan Penyidikan untuk keperluan evaluasi

11 Menyusun resume berkas perkara

a. WP Kriteria I
b. WP Kriteria 2

c. WP Kriteria 3
d. WP Kriteria 4

L2) Membuat surat penyerahan berkas perkara

l3) Menyusun daftar barang bukti
14) Membuat Surat Penyerahan Tanggung Jawab Tersangka

dan Barang Bukti
15) Membuat Berita Acara Penyerahan Tanggung Jawab

Tersangka

16) Memb u at Laporan Kemaju an Pelaksanaan Penyidikan

T7 Membuat Usul Penghentian Penyidikan

l8) Membuat Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan

1e) Menyam paikan Inform asi keru gian pada pendapatan

20) Menyampaikan hasil penelitian dan pendapat terkait
dengan permintaan penghentian penyidikan karena
Wajib Pajak telah melakukan penyetoran pokok pajak
dan sanksi

2L) Membuat dan menyampaikan Surat Pemberitahuan
Penghentian Penyidikan

22 Membuat Laporan Hasil Persidangan

3. PENGEMBANGAN PROFESI

A Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang perpajakan

1) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/
pengkaj ian / survei / evaluasi di bidang perpaj akan yang
dipublikasikan:

a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh
Kementerian yang bersangkutan

2l Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/
pengkajian/survei/ evaluasi di bidang perpajakan yang
tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di
perpustakaan:

a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh
Kementerian yang bersangkutan

3) Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau
ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang perpajakan
yang dipublikasikan:

a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh
Kementerian yang bersangkutan

4) Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang perpajakan yang
tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di
perpustakaan:

a. Dalam bentuk buku
b. Dalam majalah

s) Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perpajakan
yang disebarluaskan melalui media massa yang
merupakan satu kesatuan
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

AI\ IGKA KREE IT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
1 2 3 4 lf 6 7 I

6) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau
ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak
harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada
kesimpulan akhir)

B Penerjemahanlpenyaduran buku dan bahan lainnya di
bidang perpajakan

1) Menerj em ahkan / menyadur di bidan g perpaj akan yang
dipublikasikan

a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

b. Dalam bentuk majdah ilmiah tingkat nasional
2\ Menerjemahkan / menyadur di bidang perpaj akan yang

tidak dipublikasikan:
a. Dalam bentuk buku
b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi

yang berwenang

C Penyusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di
bidang perpajakan

r) Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang perpajakan

2l Menyusun ketentuan teknis di bidang perpajakan

WMLAH UNST'R UTAMA 1 g.D 3

u PET{T'NJAI{G TUGAS PEMERIKSA PA"'AK

A Pengajar/ pelatih di bidang perpajakan

Mengaj ar / m elatih yang berkaitan den gan bidan g perpaj akan

B Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang perpajakan

I Men gikuti ke giatan semin ar / I okakary a I konferen si di bidang
perpajakan sebagai:

a Pemrasar an / peny aji / narasumber

b Pembahas /moderator
c Peserta

2. Mengikuti f berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai:

a Ketua
b Anggota

C Keanggotaan dalam organisasi profesi

Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :

t sebagai Pengurus aktif
2. sebagai Anggota aktif

D Keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional
Pemeriksa Pajak

Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional
Pemeriksa Pajak

E Perolehan penghargaan/ tanda jasa

Memperoleh Penghargaan / tanda j asa S atyalancana
Karvasatva

1 30 (tiga puluh) tahun

2. 20 (dua puluh) tahun

3. 10 (sepuluh) tahun
F Perolehan gelar kesarjanaan lainnya

Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan
bidang tugasnya

I Sarjana (S 1)/Diploma IV

2. Magister (S2)

3. Doktor (S3)

JI'MLI\H UNSUR PENI'NJN{G
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Butlr Keglatan JenJang Jabatan dl atas/dl bawah *)

I 2 3 4 J 6 7 8

JuMLAII UNSTIR UTAMA DAN I'NSUR PENUNJAI{G

*) Dicoret yang tidak perlu
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UI LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......

2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......

3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......

4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

6. dan seterusnya

NIP.

rv Catatan PeJabat Pengueul

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

( jabatan )

(nama pejabat pengusul )

NIP.

v Catatan Anggota Ttm Pintl,al :

1

2

3

4 dan seterusnya

( Nama Penilai

(Nama Penilai II )

NIP.

VI Catatan Ketua Tlm Penllal :

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

NIP.

(Nama )
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ANAK LAMPIRAN 6C

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 15 TAHUN 2OI7

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

CONTOH
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA P,\JAK

INSTANSI :

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK MADYA/AHLI MADYA

Nomor:

MASA

Bulan

PENILATAN

KETERANGAN PERORANGAN

Nomor Seri Kartu Pegawai

Tempat dan Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

Jabatan Pemeriksa Pajak / TMT

Masa Kerja golongan lama

Masa Kerja golongan baru

Unit Kerja

UNSUR YANG DINILAI

ANGKA KREDIT MENURUT

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL

JUMI.AH

UNSUR UTAMA

PENDIDIKAN

Pendidikan sekolah dan memperoleh ljazah I gelar

Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh
ijazahlgelar

Doktor (S3)

Magister (S2)

Sarjana/Diploma IV
Pendidikan dan pelatihan fungsional / teknis Jabatan
Fungsional Pemeriksa Pajak serta memperoleh Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (ST'|PP) atau Sertifikat

Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis
Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dan memperoleh
Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)

atau Sertilikat

lamanya lebih dari 960 jam

lamanya antara 641-960 jam

lamanya antara 481-640 jam

lamanya antara 161-a80 jam

lamanya antara 81-160 jam

lamanya antara 31-80 jam

lamanya kurang dari 3O jam

Pendidikan dan pelatihan Prajabatan

Men gikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan

Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III

PEMERIKSAAN, PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN DAN / ATAU
PE}TYIDIKAN BIDANG PERPAJAKAN

Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemeriksaan
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREE IT MEN URUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
I 2 3 4 5 6 7 I

Mengikuti dan berperan aktif dalam pembahasan
kebijakan di bidang pemeriksaan

B Penyiapan pen5rusunan norrna, standar, prosedur dan
kriteria di bidang Pemeriksaan

1) Melakukan pembahasan

2l Menyiapkan pelaksanaan penelaahan sejawat dan / atau
telaah khusus

3) Men5rusun laporan penelaahan sejawat dan/atau telaah
khusus

4) Melaksanakan Reviu

s) Menyusun Risalah Reviu

6) Menyiapkan materi sosialisasi peraturan / kebijakan di
bidang pemeriksaan

7) Melakukan sosialisasi peraturan/ kebijakan di bidang
pemeriksaan

c Melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang
Intelijen dan Penyidikan Perpajakan

1) Membuat rencana kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan

2) Membuat rencana penyidikan

a. WP Kriteria I
b. WP Kriteria 2

c. WP Kriteria 3

d. WP Kriteria 4

3) Menentukan urutan pemeriksaan

4) Menyampaikan usul Gelar Perkara

s) Membuat rencana dan usul pelaksanaan koordinasi
dengan pihak terkait

6) Menyampaikan informasi hak dan kewajiban Wajib Pajak

D Melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang
Pemeriksaan Bukti Permulaan

1) Melakukan Penelaahan usul Pemeriksaan Bukti
Permulaan

2l Melakukan Penelaahan tindak lanjut Pemeriksaan Bukti
Permulaan

E Melaksanakan kebrjakan dan standardisasi teknis di bidang
Pemnyidikan

1) Melakukan Penelaahan Penetapan Tersangka

2l Melakukan Kegiatan Asistensi Pelaksanaan Penyidikan

3. PENGEMBANGAN PROFESI

A Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang perpajakan

1) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/
pengkajian / survei/ evaluasi di bidang perpaj akan yan g

dipublikasikan:
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan

secara nasional

b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh
Kementerian yang bersangkutan

2) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/
pengkajian/survei/ evaluasi di bidang perpajakan yang
tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di
perpustakaan:

a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh
Kementerian yang bersangkutan

3) Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau
ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang perpajakan
yang dipublikasikan:

a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh
Kementerian yang bersangkutan
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KRED IT MEN URUT

INSTANSI PE] qGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMI-AH LAMA BARU JUMLAH
I 2 3 4 5 6 7 I

4) Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang perpajakan yang
tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di
perpustakaan:

a. Dalam bentuk buku
b. Dalam majalah

s) Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perpajakan
yang disebarluaskan melalui media massa yang
merupakan satu kesatuan

6) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau
ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak
harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada
kesimpulan akhir)

B Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di
bidang perpajakan

r) Menerj em ahkan / menyadu r di bidang perpaj akan yan g

dipublikasikan
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan

secara nasional

b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional
2l Menerj em ahkan / menyadur di bidang perpaj akan yang

tidak dipublikasikan:
a, Dalam bentuk buku
b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi

yang berwenang
C Pen5rusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di

bidang perpajakan

1) Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang perpajakan
2) Menyusun ketentuan teknis di bidang perpajakan

WMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3

u PENI'NJN{G TUGAS PEMERIKSA PAJAK

A Pengajar/ pelatih di bidang perpajakan
Mengajar/ melatih yang berkaitan dengan bidang perpajakan

B Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang perpajakan

I Men gikuti ke giatan seminar / I okakary a I konferen si di bidan g
perpajakan sebagai:

a Pemrasaran / penyaii / narasumber
b Pembahas /moderator
c Peserta

2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai:

a Ketua
b Anggota

c Keanggotaan dalam organisasi profesi

Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :

I sebagai Pengurus aktif
2. sebagai Anggota aktif

D Keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional
Pemeriksa Pajak

Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional
Pemeriksa Pajak

E Perolehan penghargaan / tanda jasa

M emperoleh Penghargaan / tanda j asa Satyalancana
Karyasatya

I 30 (tiga puluh) tahun
2. 20 (dua puluh) tahun
3. 1O (sepuluh) tahun

F Perolehan gelar kesarjanaan lainnya
Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan
bidang tugasnya
I Sarjana (S 1) /Diploma IV

2. Magister (S2)

3. Doktor (S3)

JITMLAH I'NSI'R PENUNJANG
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Butlr Kegiatan JenJang Jabatan dl atas/di bawah *f

I 2 3 4 5 6 7 8

WMLAII UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJAITG

*) Dicoret yang tidak perlu
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III LAMPIRAN PENDT'KUNG DUPAK :

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......

2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......

3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......

4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

6. dan seterusnya

NIP.

IV Catatan PeJabat Pengusul :

l.
2.

3.

4. dan setemsnya

(jabatan )

(nama pejabat pengusul )

NIP.

v Catatan Anggota Tlm Penllal :

I
2

3

4 dan seterusnva

(Nama Penilai

NIP.

(Nama Penilai II )

NIP.

VI Catatan Ketua Tlm Penllal :

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

(Nama )

NIP.
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ANAK LAMPIRAN 7

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH
MELAKUKAN KEGIATAN PEMERIKSAAN

SURAT PERNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN PEMERIKSAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/ TMT
Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/ TMT
Jabatan
Unit kerja

Telah melakukan kegiatan pemeriksaan sebagai berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung

NIP

No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Keeiatan

Angka
Kredit

Jumlah
Angka
Kredit

Keterangan/
bukti fisik

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2.
3.
4.
5.

dst
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ANAK LAMPIRAN 8

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

CONTOH
S URAT PER I.IYATAANTE LAH
MELAKUKAN KEGIATAN PEMERIKSAAN

BUKTI PERMULAAN

SURAT PERNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/ TMT
Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

Telah melakukan kegiatan pemeriksaan bukti permulaan sebagai berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung

NIP

No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Kesiatan

Angka
Kredit

Jumlah
Angka
Kredit

Keterangan/
bukti fisik

I 2 3 4 5 6 7 8

1.

2.
3.
4.
5.

dst
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ANAK LAMPIRAN 9

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

CONTOH

SURAT PERNYATAANTELAH
MELAKUKAN KEGIATAN PEI{YIDI KAN

SURAT PERNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN PEN}'IDIKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/ TMT
Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/ TMT
Jabatan
Unit kerja

Telah melakukan kegiatan penyidikan di bidang perpajakan sebagai berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....t .

Atasan Langsung

NIP

No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Kegiatan

Angka
Kredit

Jumlah
Angka
Kredit

Keterangan/
bukti fisik

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

2.
3.
4.
5.

dst
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ANAK LAMPIRAN 10

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

CONTOH

SURAT PERI{YATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkatl golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/ TMT
Jabatan
Unit kerja

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan l.angsung

NIP

No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Keeiatan

Angka
Kredit

Jumlah
Angka
Kredit

Keterangan/
bukti fisik

1 2 3 4 5 6 7 8
I
2,
3.
4,
5.

dst
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ANAK LAMPIRAN 11

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

CONTOH

SURAT PERI{"YATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIATAN PENUNJANG

SURAT PERNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG PEMERIKSA PAJAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat / golongan ruang/ TMT
Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

Telah melakukan kegiatan penunjang Pemeriksa Pajak sebagai berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung

NIP

No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Kesiatan

Angka
Kredit

Jumlah
Angka
Kredit

Keterangan/
bukti fisik

1 2 3 4 5 6 7 8
1.

2.
3.
4.
5.

dst
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ANAK LAMPIRAN 12

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

CONTOH

SURAT PERI{YATAAN TELAH MENGIKUTI

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS

SURAT PERNYATAAN

TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS

PEMERIKSA PAJAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang
Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat / golongan ruang/ TMT
Jabatan
Unit kerja

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Pemeriksa Pajak sebagai berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung

No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Keeiatan

Angka
Kredit

Jumlah
Angka
Kredit

Keterangan/
bukti fisik

1 2 3 4 5 6 7 8

I
2.
3.
4.
5.

dst

NIP
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ANAK LAMPIRAN 13

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 15 TAHUN 2017

liilix$.J-Ty,:'*"^T,Jil'J.iitxH:o,:"'"INAAN
CONTOH
SURAT PENYAMPAIAN USULAN PENILAIAN
DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT BAGI

PEMERIKSA PAJAK

Kepada Yth.

Pejabat yang berwenang mengusulkan Angka Kredit
Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak
Di
Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan angka kredit atas nama-

nama Pemeriksa Pajak dan bukti fisiknya, sebagai berikut:

NO NAMA/NIP JABATAN
PANGKAT/

GOLONGAN RUANG
UNIT KERJA

I

2

3

dst

2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan Unit Kerja
Paling rendah Pengawas

NIP.
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ANAK LAMPIRAN 14

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

CONTOH

PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR

ASLI disampaikan dengan hormat kepadaKepala BKN Ditetapkan di .

Pada tanggal
Tembusan disampaikan kepada:
l. Pemeriksa Pajak yang bersangkutan;
2. Sekretaris Tim Penilai Pemeriksa Pajak yang bersangkutan;
3. Kepala Biro Kepegawaian/Bagian Kepegawaian yang Nama Lengkap

bersangkutan;*) NIP. .

4. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan; dan
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

*) Coret yang tidak perlu

I KETERANGAN PERORANGAN

I Nama
2 NIP

3 Nomor Seri KARPEG
4 Pangkat/ Golongan ruang/TMT
5 Tempat dan Tanggal lahir
6 Jenis Kelamin
7 Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya
8 Jabatan Fungsional/TMT

I Masa Kerja Golongan
Lama
Baru

10 Unit Keria

II PENETAPAN ANGI(A KREDIT LAMA BARU JUMLAH

A Pendidikan Sekolah

B Angka Kredit Penjenjangan
I UNSUR UTAMA

a. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang
perpajakan serta memperoleh Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)

b. Diklatfungsional/Teknis
c. Pemer ksaan
d. Pemer ksaan bukti permulaan
e. Penyidikan bidang perpajakan
f. Pengembangan Profesi

Jumlah Unsur Utama
2 UNSUR PENUNJANG

Kegiatan Penunjang Pemeriksa Pajak

Jumlah Unsur Penunjang

Jumlah Pendidikan Sekolah dan Angka Kredit Penjenjangan

III DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN .......... I
PANGKAT/ GOLONGAN RUANG
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ANAK LAMPIRAN 15

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

CONTOH

KEPUTUSAN

KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN

NOMOR
TENTANG

KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA
KETIGA

a. Nama
b. NIP

MENTERI KEUANGAN,

bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan Pemeriksa Pajak yang lowong, Saudara
.. NIP .. jabatan .........pangkat/golongan ruang......... telah memenuhi

syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat
lebih tinggi;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2076;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2OI7;

MEMUTUSKAN:

Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:

c. Partgkat/golongan ruang/TMT : ....
d. Unit kerja : ....
Dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak jenjang. ..... ke dalam Jabatan
Fungsional Pemeriksa Pajak jenjang . dengan angka kredit sebesar.
(...........)

.......**)
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asll Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di ..
pada tanggal ..... . ...'...'.........

NIP.

TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara /Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perpajakan Kementerian Keuangan;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Biro Kepegawaian/Bagian Kepegawaian yang bersangkut**);
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/

Bagian Keuangan yang bersangkutan*) ;

6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
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ANAK LAMPIRAN 16

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

CONTOH

KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI

JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN

NOMOR
TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

MENTERI KEUANGAN,

a. bahwa berdasarkan surat .... .. Nomor ...... tanggal . ... perihal
usulan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak karena

.*l

b. bahwa untuk tertib administrasi, perlu melakukan pemberhentian dari
Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun2OlT;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2Ol7;

MEMUTUSKAN:

Terhitung mulai tanggal diberhentikan dari jabatan Pemeriksa Pajak:

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA
KETIGA

a. Nama
b. NIP

d. Jabatan
e. Unit Kerja

c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :

;ilii; ;id;il ;;i ;;;;;;;; ;;** il;;td #; ;;;;;;".,.'1,,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di.
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

l. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*"*);
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perpajakan Kementerian Keuangan;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Biro Kepegawaian/Bagian Kepegawaian yang bersangkutan***);
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/

Bagian Keuangan yang bersangkutan""*) ;

6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) T\-rlislah surat dari pimpinan unit kerja paling rendah setingkat Pimpinan Tinggi Pratama, nomor surat,
tanggal dikeluarkan surat, perihal surat pengusulan pemberhentian dari jabatan karena...**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

***) Coret yang tidak perlu.
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ANAK LAMPIRAN 17

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN

NOMOR
TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa Saudara .. NIP ...... pangkat/golongan ruang ..... jabatan..
telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam
Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2OI4;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OI7;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2Ot7;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ...........mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama
b. NIP
c. Pangkat/golongan ruang/TMT
d. Unit kerja
Dalam jabatan Pemeriksa Pajak jenjang. .. dengan angka kredit sebesar
(.................)

KEDUA : ... ...... ...**)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan

diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di ...
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perpajakan Kementerian Keuangan;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Biro Kepegawaian/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/

Bagian Keuangan yang bersangkut*") ;

6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.


